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MOTTO 

 

ٍۘ يأَمُْرُوْنَ باِلْمَعْرُوْفِ وَينَْهَىْنَ عَهِ الْمُنْكَرِ  وَيقُِيْمُىْنَ وَالْمُؤْمِنىُْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بعَْضُهُمْ اوَْلِياَۤءُ بعَْض 

 َ ُ اِۗنَّ اللّٰه ىِٕكَ سَيرَْحَمُهُمُ اللّٰه
ۤ
َ وَرَسُىْلهَٗ ۗاوُلٰ كٰىةَ وَيطُِيْعىُْنَ اللّٰه لٰىةَ وَيؤُْتىُْنَ الزَّ  ١٧ عَزِيْزِ حَكِيْمِ الصَّ

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi 

penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan 

mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat 

kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. 

Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” 

(Q.S At-Taubah [9]: 71) 
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ABSTRAK 

Kompas.commerupakan salah satu pionir media online Indonesia ketika 

pertama kali muncul di Internet pada 14 September 1995 dengan nama 

KompasOnline. Dari data yang ada menunjukkan bahwa  Kompas.com  dan 

Tempo.co memiliki popularitas yang cukup tinggi di Indonesia. Dalam alexa.com, 

Kompas.com berada pada posisi kelima sedangkan Tempo.co berada pada posisi 

ketujuh website paling banyak diakses di Indonesia. Tidak hanya  Kompas.com 

dan  Tempo.co, akan tetapi, kini juga banyak bermunculan situs-situs berita online 

lainnya seperti Vivanew.co.id, okezone.com, dan media berita online lainnya. 

Dalam media, penulisan berita terdiri dari apa yang disebut realitas, akan 

tetapi tidak dibangun sesuai dengan realitas yang ada sehingga berita yang 

dikonstruksi tidak sesuai dengan hasil konstruksinya. Berita yang dimuat di media 

adalah hasil bentukan dari pengetahuan dan pikiran  dari wartawan. Artinya, pesan 

disiapkan sesuai dengan kepentingan dan ideologi media sebelum dimuat. 

Penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian 

analisis framing Robert Entman. Dalam konsep Entman. Dengan menggunakan 

metode analisis framing Robert Entman, akan terlihat bagaimana setiap media 

khususnya media onlineKompas.com dan Tempo.co membingkai suatu peristiwa 

Pasca revisi UU KPK.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Konstruktivitas 

Pemberitaan pada Kompas.com ldalam lmenyampaikan lberita ltentang lrevisi 

lUU lKPK,  llebih lberfokus lkepada lpenyebab lmasalah lyang lada 

ldibandingkan lpenyelesaiannya. lPenyebab lmasalah lyang ldisoroti 

lKompas.com lyaitu lsingkatnya lperjalanan lRUU lKPK lhingga ldisahkan. 

lSedangkan lpada l lTempo.co, lmemaparkan lsecara lrealistis lsetiap lberita lyang 

lada lsehingga lapa lyang ltersaji lmengenai lpenyebab lmasalah ldan ldampak 

lRUU lKPK ltersebut llebih lcepat ldipahami lpembaca. 
 

Kata Kunci : Revisi UU KPK, Konstruksi berita media online, Framing Media, Robert N 

Enmant
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ABSTRACT 

 

 Kompas.com was one of the pioneers of Indonesian online media when it 

first appeared on the Internet on September 14, 1995 under the name Kompas 

Online. The available data shows that Kompas.com and Tempo.co have a fairly 

high popularity in Indonesia. In alexa.com, Kompas.com is in fifth position while 

Tempo.co is in seventh position for the most accessed website in Indonesia. Not 

only Kompas.com and Tempo.co, however, now there are also many other online 

news sites such as Vivanew.co.id, okezone.com, and other online news media. 

In the media, news writing consists of what is called reality, but it is not built 

according to the existing reality so that the news that is constructed is not in 

accordance with the results of its construction. News published in the media is the 

result of the formation of the knowledge and thoughts of journalists. That is, the 

message is prepared according to the interests and ideology of the media before 

being published. 

 This research uses qualitative research and Robert Entman framing 

analysis research methods. In the concept of Entman. By using Robert Entman's 

framing analysis method, it will be seen how each media, especially the online 

media Kompas.com and Tempo.co frame an event after the revision of the KPK 

Law. 

 Based on the results of the study, it can be concluded that the 

Constructivity of Reporting on Kompas.com in delivering news on the revision of 

the lKPK law, focuses more on the causes of the pepper problem than on its 

solution. The causes of the problems highlighted by lKompas.com are, in short, 

the journey of the lKPK bill until it was passed. l Meanwhile at lTempo.co, l 

presented realistically every lKPK news report, so that the lKPK can be 

understood more quickly. 

 

Keywords:Revision of the KPK Law, Construction of online media news, 

Framing Media, Robert NEnmant 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar BelakangMasalah 

Di era globalisaasi, seperti saat ini ketergantungan akan informasi dalam media 

menjadi sesuatu hal penting. Informasi yang aktual, akurat dan menarik dan juga 

kecepatan berita seakan menjadi tuntuntan bagi khalayak. Saat ini, informasi tidak hanya 

ditemukan dan dilihat di media cetak dan televisi. Namun yang terbaru adalah media 

online. Masyarakat umum kini mulai menggunakan media online karena informasi yang 

mereka terima mudah diakses dari mana saja dengan menggunakan koneksi internet, 

dibandingkan dengan media konvensional. 

Kompas.commerupakan salah satu pionir media online Indonesia ketika pertama 

kali muncul di Internet pada 14 September 1995 dengan nama KompasOnline. Dari data 

yang adamenunjukkanbahwaKompas.com  dan Tempo.comemilikipopularitas yang 

cukuptinggi di Indonesia. Dalam alexa.com, Kompas.com berada pada posisi 

kelimasedangkanTempo.coberada pada posisiketujuhwebsite paling banyak diakses di 

Indonesia.Tidak hanyaKompas.com dan  Tempo.co, akantetapi, kini juga 

banyakbermunculan situs-situs beritaonlinelainnyasepertiVivanew.co.id, okezone.com, 

dan media beritaonlinelainnya. 

Dalam pemberitaanrealitas yang ada di media, tidakhanya media konvensional 

yang terlibatnamun juga media  online.  SepertihalnyadenganKompas.com dan  Tempo.co 

yang sama-samamemberikaninformasiaktual dan pentingkepadakhalayak. Adapun 

informasi penting yang akhir-akhir ini terjadi yaitu sahnya RUU KPK yang dimana 

Presiden Republik Indonesia yaitu Jokowi dinilai begitu cepat memutuskan sahnya RUU 

KPK pada rapat paripurna 17 september, bahkan Sahnya RUU KPK dinilai melemahkan 

kinerja KPK itu sendiri sehingga terjadinya aksi demonstrasi dari kalangan mahasiswa di 

sebagian besar wilayah indonesia dan tak jarang aksi demonstrasi besar-besaran tersebut 

berakhirbentrok dengan para aparat kepolisian. 
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Dalam media, penulisan berita terdiri dari apa yang disebut realitas, akan tetapi 

tidak dibangun sesuai dengan realitas yang ada sehingga berita yang dikonstruksi tidak 

sesuai dengan hasil konstruksinya.Berita yang dimuat di media adalah hasil bentukan dari 

pengetahuan dan pikiran  dari wartawan. Artinya, pesan disiapkan sesuai dengan 

kepentingan dan ideologi media sebelum dimuat. 

Hal tersebut dipengaruhi oleh cara pandang penulis berita media massa terhadap 

fakta dan menuliskannya dalam sebuah berita. Untuk itu diperlukan adanya pendekatan 

terhadap pandangan tersebut. Pendekatan ini disebut framing atau pembingkaian berita. 

Framing merupakan strategi yang menata realitas sehingga media massa menghasilkan 

wacana dalam sebuah berita 

Definisi framing yang dikemukakan oleh Entman adalah definisi yang paling 

sering menjadi rujukan bagi penelitian dalam analisis framing.  Entman menjelaskan 

bahwa framing berita utamanya melibatkan seleksi dan arti penting dalam membuat 

informasi menjadi lebih mendapat sorotan dan dapat diperhatikan kepada khalayak. 

Entman sendiri telah mengembangkan suatu model analisis framing yang dikenal dengan 

sebutan model analsis framing Robert N. Entman. 

Model analisis tersebut kemudian oleh peneliti digunakan untuk mengalisis teks 

berita Revisi UU KPK yang dimuat dalam media massa berita onlineKompas.com dan 

Tempo.co pada terbitan 17-20 september. Dengan menggunakan analisis framing Robert 

N Entman maka peneliti dengan mudah dapat menganalisa apa saja yang menjadi sorotan, 

definisi masalah, moral, dan penyelesaian masalah yang dimuat dalam teks berita online 

tersebut.  

Adapun alasan peneliti menganalisis teks berita online terbitan 17-20 september 

karena pada 3 hari tersebut merupakan peristiwa di mana RUU KPK disahkan dan 

merupakan titik gejolak demonstrasi penolakan RUU KPK Oleh kalangan mahasiswa 

karena sahnya RUU KPK tersebut dinilai dapat melemahkan kinerja KPK itu sendiri dan 

jugasah nya RUU KPK tersebut dibahas dalam waktu yang sangat singkat yaitu hanya 

menghabiskan waktu 12 hari sebelum RUU KPK disahkan. Bahkan, sebelum 

https://pakarkomunikasi.com/analisis-framing
https://pakarkomunikasi.com/model-analisis-framing-robert-n-entman
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disahkannya RUU KPK, Jokowi juga menegaskan bahwa RUU KPK harus tetap jalan 

terus meskipun mendapat banyak kritikan dan akhirnya RUU KPK disahkan hanya dalam 

waktu 12 hari. Aksi demonstrasi mahasiswa terjadi hampir di seluruh tanah air. Tak 

jarang, demonstrasi berakhir bentrok dengan aparat.  

Dalam keadaan tersebut, baik media berita konvensional maupun media berita 

online memberitakan kejadian tersebut dengan cukup inten. Media berita online yang 

memberitakan isu revisi Undang-Undang KPK di antaranya adalah Kompas.com dan 

Tempo.co.Kedua portal media 

beritaonlinetersebutdengancukupintenmemberitakanpascarevisiundang-undang KPK. 

Walau keduanya mengangkat pemberitaan yang serupa, pada dasarnya kedua media ini 

memiliki perbedaan ideologi, penekanan kalimat dan tokoh-tokoh yang sering disorot 

dalam pemberitaan revisi UU KPK. 

Untukmengetahuibagaimanakedua media 

tersebutmemproduksisebuahpemberitaannyamakasalahsatualat 

yangperludigunakanialahdengananalisisframing Robert N Entman.Konsep 

framingEntman sering digunakan untuk menjelaskan proses seleksi dan menekankan 

aspek realitas tertentu. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-

informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar 

daripada isu lain. Pembingkaian berfokus pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan 

dan apa yang disorot oleh penulis.
1
. 

Penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian analisis 

framingRobert Entman. Dalam konsep Entman. Dengan menggunakan metode analisis 

framingRobert Entman, akan terlihat bagaimana setiap media khususnya media 

onlineKompas.comdan Tempo.co membingkai suatu peristiwa Pasca revisi UU KPK. 

Pada penelitian kali ini, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul :  Reivisi UU 

KPKDalamKonstruksiPemberitaanKompas.comdanTempo.co (periode 17 - 20 September 

2019). 

                                                             
1
Robert M. Entman, "Framing: Toward Clarification of a Fractured Pradigm", 

Journal of Communication, Vol 43, No. 4, 1993. 
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B. Rumusanmasalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah pada penelitian ini 

adalah bagaimanaKompas.com dan Tempo.comengkonstruksiBeritareivisi UU KPK ? 

C. TujuanPenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka tujuan 

PenelitianiniuntukmengetahuibagaimanaKompas.com dan Tempo.co mengkonstruksi 

pemberitaan mengenai pasca revisi UU KPK (Periode 17-20 September 2019)dengan 

analisisframingRobert Entman. 

D. KegunaanPenelitian 

Adapun Kegunaanpenelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis penelitian ini terletak pada kajian konten media sebagai sumber 

pengetahuan., yaitu konstruksi pemberitaan media onlineKompas.com dan tempo.co 

mengenai revisi UU KPK (Periode 17-20 September 2019). 

2. Kegunaan Praktis 

Kegunaanpraktis dari penelitian ini adalah sebagai referensi untuk melihat lebih 

mendalam bagaimana media membingkai suatu peristiwa. Penelitian ini menjadi 

pencerahan bagi publik yang melihat dan bereaksi terhadap produk-produk media 

berita online. 

E. Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan peneliti, skripsi ini ditulis dengan sistempenulisan sebagai 

berikut: 

Bab pertama Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang ditulis bertujuan 

untuk menunjukkan alasan peneliti mengangkat topik pada penelitian ini disertai 

rangkaian poin-poin apa yang harus dilakukan dalam penelitian ini.  
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Bab kedua Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, bab ini dikemukakan beberapa 

penelitian terdahulu dan beberapa teori untuk membangun landasan keilmuan pada 

skripsi ini. Teori tersebut adalah konstruksi realitas, agenda setting, analisis framing, 

model framingRobert M Entman, jurnalisme online, dan berita. 

Bab ketiga Metode Penelitian meliputi: jenis penelitian, objek penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahapan penelitian. Dalam bab ini, 

peneliti memaparkan berbagai langkah metode penelitian yang digunakan sebagai 

landasan ilmiah untuk penelitian ini. 

Bab keempat Pembahasan dan Hasil Penelitian yang membahasgambaranumum 

pada media beritaonlineKompas.comdan Tempo.co, penyajian data berita tentang Revisi 

UU KPK disertai dengan identifikasi dan klasifikasi pada seluruh berita yang terkumpul, 

dan analisis Framing pada Konstruksi berita tentang Revisi UU KPK (Periode 17-20 

september). 

Bab kelima Sebagai penutup berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata 

penutup. Bagian akhir meliputi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

A. Teori 

1. Konstruksi Realitas 

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melihat realitas sebagai pembentuk 

(constructing). Konstruksi sosial menunjukkan di mana proses sosial berlangsung 

melalui tindakan dan interaksi. Individu menciptakan realitas yang  dialami secara 

terus menerus dan subjektif. Orang menafsirkan diri mereka sendiri dan objek 

sekitarnya berdasarkan karakteristik atau sensasi yang mereka alami dengan mereka. 

Maknanya didasarkan pada perilaku yang terpola dan berkesinambungan yang pada 

akhirnya mengalami objektifikasi dalam kesadaran. Di sisi psikologis manusia, 

melihat  realitas  memiliki persepsi yang berbeda tergantung pada apa yang Anda 

pahami. Oleh karena itu, kita dapat memahami realitas yang sama  dan 

menjelaskannya dengan cara yang berbeda untuk setiap individu. Individu dapat 

secara aktif dan kreatif mengembangkan semua realitas dalam menanggapi 

rangsangan kognitif mereka.
2
 

Proses pembentukan realitas dalam media massa memiliki tiga tahap, yaitu 

tahap menyiapkan materi konstruksi, tahap penyebaran konstruksi, dan tahap 

pembentukan konstruksi realitas. Pada tahap menyiapkan materi konstruksi yang 

terpenting adalah melihat keberpihakan media massa kepada kapitalisme yang 

menjadi dominan, mengingat di mana media massa adalah mesin produksi kapitalis 

yang harus menghasilkan keuntungan. Pada tahap sebaran konstruksi, dilihat dari 

strategi media massa dalam menyebarkan informasi. Pada umumnya persebaran 

konstruksi sosial media massa menggunakan model satu arah untuk yang 

konvensional (tetapi untuk yang berbasis media baru (internet) bisa menjadi dua 

arah. Pada dasarnya sifat dasar persebaran media massa adalah media berkuasa 

                                                             
2
Peter L Berger dan Thomas Luckman, Tafsir Sosial Atas Kenyataan:Sebuah 

Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan, (Jakarta: LP3ES, 1990) hlm 16. 
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penuh terhadap penyebaran informasi dan konsumen media tidak memiliki pilihan 

selain mengonsumsi informasi tersebut. Selanjutnya, tahap pembentukan konstruksi 

realitas, yang terdiri atas penyusunan dan pembentukan realitas dan citra3. 

2. Agenda Setting 

Dalam bukunya, Morissan yang mengutip McCombs dan Donald Shaw 

Agenda setting adalah kemampuan media massa untuk memilih dan menekankan 

topik dengan menunjukkan akumulasi fakta, dengan demikian media menggiring 

audiens untuk merasakan isu-isu tersebut sebagai isu yang berguna.
4
 

Teori agenda setting ini muncul dari perhatian, bagaimana khalayak media 

membentuk dan mengorganisasikan realitas sosial mereka. Sehubungan dengan 

penelitian ini, penekanannya adalah pada  kemampuan media untuk mempengaruhi 

persepsi pemirsa. Teori agendasetting menunjukkan bahwa ada hubungan sebab 

akibat antara isi agenda media dan persepsi publik tentang isu-isu penting. Dan 

terbuka untuk umum sehingga diterima secara umum sebagai topik penting, dan 

media massa menekankan topik itu.
5
 

Sikap khalayak merupakan akibat langsung dari isi dan isi media massa dan 

agenda media massa yang disampaikan melalui khalayak atau penerimaan kognitif 

khalayak. Sebagaimana dijelaskan dalam Teori Pengaturan Agenda McCorm dan 

Donald Shaw, media dapat membentuk struktur isubagipublik. 

Pada intinya, agenda setting membentuk topik dan gambaran yang menonjol 

di benak masyarakat. Pepatah terkenal dari teori ini adalah bahwa "media tidak dapat 

mengatakan apa yang kita pikirkan dengan baik, tetapi media berhasil mengatakan 

apa yang seharusnya kita pikirkan". Berikut cara menentukan mana yang penting dan 

mana yang penting, seperti media. 

3. Konsep Framing 

                                                             
3
Ibid., hlm  40. 

4
Morissan, Teori Komunikasi Massa,( Jakarta:Ghalia Indonesia, 2011), hlm 26 

5
Beyond Borders, Communication Modernity & History, (Jakarta: Research 

Centre,2010), hlm. 327. 
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Framing adalah pendekatan untuk memahami perspektif dan perspektif yang 

digunakan jurnalis ketika memilih topik dan menulis berita. Pada dasarnya, analisis 

framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk 

analisis teks media.Framingadalah cara untuk melihat media menceritakan 

suatuteksberita. Cara media menyampaikan sebuah berita juga tergantung pada 

bagaimana media memandang realitas. Pada akhirnya, cara pandang dan metode 

narasi ini mempengaruhi konstruksi realitas yang berkembang di antara khalayak. 

Framing digunakan sebagai pendekatan untuk memahami bagaimana 

perspektif atau perspektif jurnalis digunakan dalam pemilihan topik dan penulisan 

berita. Perspektif atau perspektif tersebut pada akhirnya menentukan fakta  yang 

perlu dipertimbangkan, sorotan, dan di mana harus meletakkan berita. 

Ada dua esensi utama dari teknikframing. Pertama, bagaimana peristiwa 

itu dimaknai? Ini menunjukkan bagian mana yang tertutup dan mana yang tidak. 

Kedua, bagaimana fakta-fakta itu ditulis. Aspek ini berkaitan dengan penggunaan 

kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan. 

4. Model FramingRobert N. Entman 

Framing menurut Robert N. Entman melibatkan seleksi dan arti penting. 

Lebih jelasnya, Entmann menyatakan bahwa framing didefinisikan sebagai  proses 

memilih dan menyoroti beberapa aspek dari suatu situasi untuk memfasilitasi 

interpretasi tertentu. Penafsiran pada umumnya datang dari sebuah narasi yang 

meliputi sebuah definisi yang saling terhubung mengenai masalah kebijakan, analisis 

penyebab, evaluasi moral terhadap yang terlibat, dan perbaikan.  Dalam hal ini, 

gambar visual seperti fotografi adalah perangkat kerangka yang ideal. 

Dengan demikian, membuat frame adalah untuk memilih beberapa aspek 

dari sebuah realitas yang dirasakan dan membuatnya menjadi lebih bermakna dalam 

sebuah teks yang dikomunikasikan, sedemikian rupa untuk mempromosikan definisi 

masalah tertentu, penafsiran kausal, evaluasi moral, dan/atau solusi bagi setiap jenis 
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yang digambarkan. Menurut Gamson (1992) umumnya frame berfungsi untuk 

mendiagnosa, mengevaluasi, dan menawarkan solusi tertentu.  

Satu kalimat bisa jadi menampilkan lebih dari satu fungsi framing 

sebagaimana yang disebutkan di atas meskipun beberapa kalimat di dalam sebuah 

teks tidak menampilkan salah satu dari keempat fungsi framing. Sebuah frame dalam 

beberapa teks tertentu mungkin saja tidak menampilkan keseluruhan fungsi tersebut. 

Sebuah frame memiliki paling tidak 4 (empat) lokasi di dalam proses 

komunikasi yaitu komunikator, teks, penerima pesan, dan budaya. Komunikator 

secara sadar atau tidak sadar membuat penilaian framing dalam memutuskan apa 

yang ingin dikatakan yang dipandu oleh frames atau schemata yang mengorganisasi 

sistem-sistem kepercayaan yang dimiliki.Teks berisi frames yang dimanifestasikan 

oleh keberadaan atau ketiadaan kata-kata kunci yang pasti, frasa, gambar-gambar 

stereotype, sumber informasi, dan kalimat yang menyediakan penguatan pembagian 

fakta-fakta atau penilaian secara tematis.Penerima pesan dipandu oleh frames dalam 

hal berpikir dan menarik kesimpulan yang merefleksikan frames ataupun tidak 

dalam sebuah teks dan penekanan framing terhadap komunikator. 

Budaya adalah simpanan yang secara umum membangkitkan frames. Budaya 

dapat didefinisikan sebagai sekumpulan frames umum yang dapat didemenostrasikan 

secara empiris, yang ditampilkan dalam sebuah wacana dan pemikiran sebagian 

besar orang dalam suatu kelompok sosial.Framing di semua lokasi komunikasi 

termasuk fungsi-fungsi yang sama yaitu seleksi dan menyoroti, dan penggunaan 

elemen-elemen yang disorot untuk membentuk sebuah argumen tentang masalah-

masalah dan penyebabnya, evaluasi, dan/atau solusi. 

5. Jurnalisme Online 

kadang harus menghadapi ketegangan dengan standar objektivitas
6
. Intinya, 

teknologi ini seperti  dua sisi mata uang yang sama, ada sisi positifnya juga ada sisi 

negatifnya. Di satu sisi memberikan dampak positif berupa  kecepatan dan ragam 

                                                             
6
 Alo Liliweri, Komunikasi Serba ada Serba Makna (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 

930.   



 

10 
 

bentuk pesan yang terkirim. Di sisi lain, jurnalisme online juga memiliki kelemahan, 

terutama dari segi bentuk, objektivitas, dan keakuratan informasi yang disampaikan 

dengan cepat.Jurnalisme online memungkinkan penyebaran laporan berita dipercepat 

yang  

Jurnalisme online merupakan jenis jurnalisme baru  karena memiliki sejumlah 

karakteristik dan sifat yang berbeda dengan surat kabar biasa. Ciri khasnya adalah 

teknologi, yang menyediakan pemrosesan dan penyebaran informasi tanpa batas. 

Jurnalisme online jenis baru  ini disebut “jurnalisme kontekstual” karena 

menggabungkan tiga fungsi media yang unik, yaitu multimedia, interaksi, dan 

hiperteks.
7
. 

Hypertext secara umum dapat didefinisikan sebagai sistem pemrograman 

komputer non-linear seperti teks tertulis dan gambar yang dihubungkan bersama 

oleh hyperlink. Asumsi hipertekstual tentang jurnalisme online tidak terbatas, akses 

langsung ke umpan berita, persepsi berita yang dipersonalisasi, kontekstualisasi 

berita terkini, dan penargetan audiens target, lebih suka membaca  berita utama 

daripada kedalaman berita. 

Selain itu, konsep interaktivitas merupakan ukuran kemampuan laten suatu 

media bagi penggunanya untuk dipaksa dipengaruhi oleh isi atau bentuk komunikasi 

yang disampaikan melalui media tersebut. Interoperabilitas adalah fitur utama  

jurnalisme online, misalnya dengan apa yang sekarang dikenal sebagai jurnalisme 

warga, yang dapat meliput peristiwa seperti jurnalisme profesional. 

Konsep multimedia dapat dipahami berdasarkan dua variabel penyajian 

media pertama dengan menggunakan dua media atau lebih (teks, suara, grafik). 

Kedua, seperti penyebaran kemasan berita melalui berbagai media (pers, website, 

televisi). Keuntungan menggunakan jurnalisme online yang membedakannya 

dengan jurnalismekovensionaladalah sebagai berikut: 

                                                             
7
 Santana. K. Septiawan, Jurnalisme Kontemporer (Jakarta : Yayasan Obor 

Indonesia, 2005) 137.   
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a) Keluasan akses sumber informasi; Hal ini dapat berupa tokoh, data, atau arsip 

berita. 

b) Kuantitas data yang dapat diakses; Hal yang demikian mencakup jutaan 

informasi, cerita, ataupun kontak sosial. 

c) Kecepatan akses; Fungsi ini yang menjadi keunggulan media berbasis online, 

dimanapun kapanpun suatu informasi akan lebih mudah untuk diakses karena 

sifat khas yang demikian. 

d) Penggunaan data yang lebih mudah; Dari data yang  diperoleh akan memudahkan 

pengguna untuk mengoperasikannya untuk berbagai keperluan, seperti  untuk 

analisis data. 

e) Aksesibilitas diskusi; Ini berarti dengan munculnya lebih banyak media online 

berbasis jejaring sosial, aktivitas obrolan, grup, dan lainnya. menjadi lebih 

mudah. 

Di sisi lain, jurnalisme online membawa nilai baru dalam pemberitaan, yaitu 

nilai kecepatan pemberitaan.Sifat kebaruan memang dapat memberikan nilai 

tersendiri bagi kualitas berita karena pembaca selalu menginginkan berita yang 

terbaru.
8
 MikeWard dalam M. Romli menyebutkan beberapa karakterisitik 

jurnalisme online sekaligus yang membedakannya dengan media konvensional yaitu 

immediacy (pengiriman informasi segera atau cepat; banyak pagination (ratusan 

halaman dihubungkan bersama dan juga dapat dibuka secara terpisah); Multimedia 

mewakili kombinasi teks, gambar, audio, video, dan grafik secara bersamaan; 

Hubungan dengan pembaca (kontak atau interaksi dengan pembaca dapat dilakukan 

langsung di situs melalui kolom komentar dan lain-lain.
9
 

Signifikansi perbedaan antara media lama dan media baru terletak pada 

kualitas informasi utama yang tercermin dalam jumlah paragraf. Artinya pada media 

lama diperlukan ruang untuk peliputan berita yang  detail, namun pada  media baru 

                                                             
8
 Asep Saeful Muhtadi, Pengantar Ilmu Jurnalistik (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2016), 116.   
9
 M. Romli, Asep. Jurnalistik Online Panduan Praktis Mengelola Media Online, 

(Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), 15.   
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pada umumnya fungsi ini digantikan dengan format baru yang lebih ringkas. Fungsi  

media baru yang mampu melintasi ruang dan waktu  semakin mempercepat dan 

memperlancar arus informasi sehingga pesan  diterima dengan cepat, sederhana dan 

mudah. 

Perkembangan teknologi internet semakin mendorong akses terhadap media 

online. Selain itu, alat untuk mengakses portal elektronik kini tidak hanya 

menggunakan komputer atau laptop, tetapi dapat dengan mudah diakses melalui 

telepon genggam atau alat komunikasi lainnya. 

6. Berita 

a) Pengertian Berita  

Secaraetimologis, istilah  Indonesia “berita” dekatdenganistilah Belanda 

“berich (en)”. Ada kemungkinankeduaistilahtersebutterkaitkarena Indonesia 

sudah lama dijajah oleh Belanda. Dalam bahasa Belanda, istilah "berich (en)" 

diartikansebagai "intervensi" (pemberitahuan). Banyak definisiberita yang 

dapatdiketahuidariberbagaisumber. Secarasederhana, 

beritadapatdipahamisebagaipesan yang berupaperistiwa. Di kalangan para 

wartawan berita atau biasa disebut "news" adalah sebuah singkatan north, East, 

West, South. Dari istilah tersebut mereka mengartikan laporan dari keempat 

penjuru mata angin. Berita dapatditemukan di mana sajatergantung pada poin-

poinpenting. Analogiinitidak salah dan dapatditerimasecaralogis. 

Konsep lengkap informasi adalah informasi sebagai fakta objektif. Berita 

harus faktual dan objektif. Faktual artinya mengandung fakta atau fakta, bukan 

fakta yang dibuat-buat. Meskipun tujuannya bebas, tidak bias atau terfokus pada 

satu aspek atau keseimbangan. Tetapi nilai objektif dari suatu fakta sulit untuk 

dipahami karena tidak mungkin ada objektivitas yang mutlak. 

Menurut Profesor Mitchel V. Charnley, berita adalah pelaporan tercepat 

tentang fakta atau opini yang mengandung topik yang menarik  atau penting bagi 

sejumlah besar orang. berita yang muncul di benak manusia: berita yang muncul 
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di benak manusia bukanlah suatu peristiwa: itu adalah sesuatu yang diserap 

setelah peristiwa itu. Ini tidak sama dengan fakta, tetapi merupakan upaya untuk 

membangun inti peristiwa yang sistematis, yang disesuaikan dengan kerangka 

acuan yang dipertimbangkan sehingga peristiwa itu masuk akal bagi pembaca. 

Berita adalah salah satu aspek komunikasi dan memiliki fitur yang sama dengan 

proses ini. 

b) Jenis-jenis berita. 

Berita memiliki beragam jenis antara lain sebagai berikut
10

:  

1) Straight News Report adalah liputan langsung  suatu peristiwa. Misalnya, 

pidato tokoh sering kali merupakan narasi langsung yang hanya menyatakan 

apa yang telah terjadi dalam waktu singkat. Namun, meskipun singkat, jenis 

berita  ini memiliki elemen topik utama 5W + 1H. 

2) Depth News Report merupakan laporan yang sedikit berbeda dengan Straight 

News Report. Reporter (wartawan) mengumpulkan informasi yang berisi 

fakta tentang informasi itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk 

informasi tersebut, jenis informasi ini lebih mendalam daripada Straight 

News Report, karena untuk meliput berita dari liputan berita yang mendalam, 

wartawan harus lebih mendalami sasaran yang digunakan sebagai bahan 

berita. 

3) Comprehensive News merupakan laporan tentang fakta yang bersifat 

menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek. Berita menyeluruh merupakan 

jawaban terhadap kritik sekaligus kelemahan yang terdapat dalam berita 

langsung (Straigt News). Sebagai gambaran, berita langsung bersifat 

terpotong-potong, tidak utuh, hanya merupakan serpihan fakta setiap hari. 

Berbeda dengan berita menyeluruh, mencoba menggabungkan berbagai 

serpihan fakta itu dalam satu bangunan cerita persitiwa sehingga sehingga 

benang merahnya dapat terlihat dengan jelas.  

                                                             
10

Ibid, hlm 26   



 

14 
 

4) Interpretative Report lebih dari sekedar Straight News dan Depth News. 

Berita interpretatif biasanya memfokuskan sebuah isu, masalah, atau 

peristiwa-peristiwa kontroversial.  

5) Feature story berbeda dengan Straigh News, Depth News atau Interpretatif 

News. Dalam pemberitaan tersebut, wartawan menyajikan informasi  penting 

kepada pembaca. Sedangkan feature, penulis mencari fakta menarik untuk 

menarik perhatian pembaca. Wartawan berita menyajikan  pengalaman 

membaca yang lebih mengandalkan gaya penulisan dan humor daripada 

pentingnya informasi yang disajikan. 

6) Depth Reporting adalah pelaporan jurnistik yang bersifat mendalam, tajam, 

lengkap dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual. Dengan 

membaca  laporan secara mendalam, orang akan mengetahui dan memahami 

masalah suatu isu dilihat dari berbagai sudut pandang atau sudut pandang. 

Biasanya diposting terus menerus sampai suatu acara tidak lagi viral. 

Laporan mendalam  dalam tradisi jurnalistik ini sering disajikan dalam 

bagian-bagian khusus seperti laporan utama, pembahasan utama dan fokus. 

Laporan mendalam disajikan dalam beberapa judul agar tidak menjenuhkan 

pembaca. 

7) Editorial writing adalah penyajian fakta dan opini untuk menginterpretasikan 

berita yang mempengaruhi opini publik. 

c) Nilai Berita  

Berita menarikadalahberita yang bernilai, adabeberapaaspek yang 

menjadinilaiberitaantara lain: 

1) Keluarbiasaan (Unusualness)  

 Berita adalah sesuatu yang tidak biasa, dari sudut pandang 

jurnalistik, berita bukanlah  peristiwa biasa. Wartawan sangat percaya bahwa 

semakin penting suatu peristiwa, semakin besar  nilai informasi yang 

diciptakannya. Ketepatan waktu suatu kejadian luar biasa dapat 
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dipertimbangkan setidaknya dalam lima aspek: lokasi kejadian, waktu 

kejadian, jumlah korban, besarnya guncangan kejadian, dan 'dampak' 

tindakan kejadian, baik secara istilah bentuk kehidupan. dan harta benda, 

serta kemampuan untuk mengubah aktivitas kehidupan masyarakat. 

2) Kebaruan (Newness)  

Berita adalah semua apa yang terbaru. Berita adalah segala sesuatu 

yang disebut  karya terbaru, semua hal  baru, apapun namanya, pasti 

memiliki nilai topikal. Semua perubahan besar yang terjadi dan dianggap 

penting, dari  pemilihan kepala desa hingga pemilihan presiden (termasuk 

presiden mahasiswa di kampus) adalah berita. 

3) Akibat (Impact)  

Berita adalah segala sesuatu yang berdampak besar. Berita seringkali 

berdampak besar dalam kehidupan masyarakat. Contoh kasus korupsi yang 

menelan dana miliaran rupiah tentunya akan menjadi sebuah peristiwa. 

Dampak sebuah laporan tergantung pada beberapa faktor: seberapa besar 

minat khalayak, apakah informasi tersebut secara langsung mempengaruhi 

khalayakatautidak. 

4) Aktual (Timeliness)  

Berita adalah peristiwa yang sedang atau baru saja terjadi. 

Sederhananya, ini mengacu pada peristiwa  baru atau yang sedang 

berlangsung. Menurut definisi jurnalistik, media massa harus memuat atau 

menyebarkan informasi yang sebenarnya agar masyarakat memahami 

berbagai peristiwa yang sedang terjadi.. 

5) Kedekatan (proximity)  

Berita merupakan kedekatan, kedekatan mengandung 2 arti, 

kedekatan geografis & kedekatan psikologis. Kedekatan geogrifas menunjuk 

dalam suatu insiden atau kabar yg terjadi pada lebih kurang loka kita. 

Semakin dekat suatu insiden yg terjadi menggunakan domisili kita, semakin 
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terusik & tertarik kita buat menyimak & mengikutinya. Kedekatan 

psikologis lebih dipengaruhi oleh keterikatan pikiran, perasaan, atau 

kejiwaan seorang menggunakan suatu objek insiden atau kabar. Sebagai 

model mahasiswa dari Ambon yg sedang kuliah di Bandung, akan lebih 

dulu tertarik & lebih membaca kabar mengenai kerusuhandi Ambon 

daripada mahasiswa berdari Surabaya yg jua sama-sama sedang kuliah pada 

Bandung atau mahasiswa orisinil orang Bandung sendiri. 

6) Informasi (Information)  

Berita adalah informasi, menurut Schramm, berita adalah segala 

sesuatu yang dapat menghilangkan ketidakpastian. Namun, informasi yang 

berdampak pada masyarakat adalah informasi yang bernilai topikal. Setiap 

informasi yang tidak memiliki nilai saat ini, dari sudut pandang jurnalistik, 

tidak layak untuk dipublikasikan, disebarluaskan, atau dikomunikasikan di 

media massa. 

7) Konflik (Conflict)  

Berita adalah suatu konflik atau segala sesuatu yang mengandung unsur 

atau sarat dengan dimensi yang saling bertentangan. Konflik atau konflik, 

merupakan sumber informasi yang tidak pernah habis. Selama orang 

menganggap olahraga serius, perbedaan pendapat itu sah, demokrasi adalah 

norma, kebenaran selalu diperdebatkan, perang masih  berkecamuk di 

banyak bagian dunia, dan perdebatan terus berlanjut. selalu terjadi. di 

halaman surat kabar. 

8) Orang penting (Public Figure, News Maker)  

Berita adalah tentang orang-orang penting, orang-orang ternama, 

pesohor, selebriti, publik figur. Orang-orang penting, orang-orang 

terkemuka, dimana pun selalu menjadi berita. Belum lagi kata-kata dan 

sopan santunnya, namanya saja bisa menjadi cerita pendek sehingga 

berbagai aspek karakter bisa dijadikan  nilai topik. 
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9) Kejutan  

Kejutan adalah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, tak terduga, di 

luar perhitungan, tidak diketahui sebelumnya, tak terduga bisa merujuk pada 

kata-kata dan tindakan orang. 

10) Ketertarikan manusia (Human Interest).  

Terkadang suatu peristiwa tidak berpengaruh signifikan pada 

seseorang, sekelompok orang, atau di luar masyarakat, tetapi memiliki efek 

pada hati, jiwa, dan peristiwa seseorang sebagai bukti empati.
11

 

d) Sifat berita.  

Berdasarkan isi materinya, berita secara umum dibedakan menjadi 2 sifat 

antara lain: berita berat pertama (Hard News) Yang dimaksud berita berat disini 

adalah berita yang dapat mempengaruhi pembacanya, dimana pembaca akan 

terpengaruh secara psikologis setelah membaca berita tersebut. Misalnya, berita 

pembunuhan dan berita kecelakaan. Kedua, berita ringan (Light News) Berita 

ringan adalah berita hiburan, tidak jarang  berita ini dicampur dengan humor, 

misalnya tentang lomba menembak burung, berita tentang hewan langka, dll. 

Untukmempernudahpenelitian, 

makapenelitimembatasiaspekpenelitiantentanganalisisFraming media 

beritaonline RUU KPK di Kompas.com dan Tempo.co yang 

dituangkankedalambentukkerangkapikirsebagaiberikut : 

 

 

 

 

 

                                                             
11

Mahi. M. Hikmat, Jurnalistik Literary Journalism (Jakarta:Prenamedia, 2018), 

hlm. 148-154.   
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Berita RUU KPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberitaan di Media Online 

Kompas.com Tempo.co 

AnalisisFraming Robert N Enmant 

1. DefinisiMasalah (Define Problem) 

2. MemperirakanMasalah (Diagnose Cause) 

3. Membuat Keputusan Moral (Make Moral Judgment) 

4. PenekananPenyelesaianMasalah (Treatment Recommendation) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode dan Pendekatan Penelitan.  

Penelitian ini menggunakan model konstruktivis yang memiliki pandangan 

tersendiri terhadap media dan teks media yang dihasilkannya. Model ini memandang 

realitas kehidupan sosial bukan sebagai realitas alamiah, melainkan sebagai hasil proses 

konstruktif.
12

.Oleh karena itu, fokus analisis dalam konstruktivisme adalah memahami 

bagaimana peristiwa atau realitas tersusun dan bagaimana struktur itu terbentuk. 

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode 

kualitatif untuk mengumpulkan atau menyusun proposisi atau untuk menjelaskan makna 

dari suatu peristiwa. Penelitian ini berusaha melihat apa yang  terjadi dalam suatu 

peristiwa dan memasukkan hasilnya ke dalamnya. Jenis penelitian ini juga bertujuan 

untuk menjelaskan fenomena secara mendalam.
13

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing, yang 

secara sederhana dapat digambarkan sebagai bagaimana analisis digunakan untuk 

mengungkap realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau siapa pun). Framing tersebut tentu 

saja merupakan proses konstruksi. Di sini, realitas sosial dijelaskan dan dikonstruksi 

dengan makna tertentu.
14

 

B. Sumber Data 

Sumberpenelitian ini adalah teks beritamediaKompas.com dan Tempo.com dan 

objek penelitiannya adalah Pembingkaianmedia Kompas.com dan Tempo.copada 

pemberitaan Revisi UU KPK Periode 17 sampai 20 September 2019. 

Untuk membuat penelitian ini terstruktur dan sistematis, peneliti menyusun 

beberapa langkah penelitian sebagai berikut: pertama, peneliti melacak dan 
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 Peter L Berger dan Thomas Luckman, Tafsir Sosial Atas Kenyataan:Sebuah 

Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan, (Jakarta: LP3ES, 1990) hlm 12.   
13

 Rachmat Krivantoro, Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai contoh Praktis 

Riset Media, Public Relation, Adevertising, Komunikasi Organisasi, dan Organisasi 

Pemasaran. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 11.   
14

 Eriyanto, Analisis Framing. (Jakarta: LKis, cetakan VII, 2012) hlm 3.   
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mengumpulkan semua berita yang ditulis oleh Kompas.com dan Tempo.codari tanggal 17 

sampai 20 September 2019.  langkah kedua, peneliti menyajikan dan mengkuantifikasi 

data untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan berita yang sudah didapat untuk 

mendapat gambaran atau tema besar dari wacana yang ditampilkan pemberitaan 

Kompas.comdan Tempo.cotentang revisi UU KPK. Lalu tahap terakhir, melakukan 

analisis Framingpada teks-teks berita yang telah dipilih menjadi sampel keterwakilan dari 

tema-tema yang sudah diklasifikasi untuk melihat bagaimana media Kompas.comdan 

Tempo.com melakukan pembingkain pada pemberitaan revisi UU KPK. 

C. Teknik Pengumpulan Data.  

Data primer penelitian ini adalah data-data berupa teks pada pemberitaan tentang 

Reivisi UU KPK pada media berita Kompas.comdan Tenpo.coedisi bulan September 

2019. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur 

kepustakaan, dokumen, artikel, dan website yang berhubungan dengan topik penelitian.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive samplingyaitu teknik pengambilan sampel dengan kecenderungan peneliti 

untuk memilih data yang dianggap mewakili materi pelajaran dan wawasan serta dapat 

dianggap sebagai sumber penelitian. Adapun kriteria berdasarkan purposive sampling 

dalam penelitan ini adalah berita terkait Revisi UU KPK yangditerbitkan melalui media 

Kompas.comdan Tenpo.co periode 17 sampai 20 September 2019 dan Berita dipilih 

berdasarkan  kesamaan atau kesamaan materi pokok dan isi berita untuk mewakili semua 

berita  terkait sebagai kumpulan. 

Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data yang diteliti, peneliti menggunakan 

dua teknik penelitian, yang pertama adalah dokumentasi lalu yang kedua adalah 

observasi.Teknik dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti  dengan mengumpulkan data berupa catatan, gambar atau artikel, dll.
15

Dalam hal 

ini, peneliti mengumpulkan data berupa artikel atau teks yang dimuat dalam pemberitaan 

Kompas.comdan Tempo.co  mengenai Revisi UU KPK edisi September 2019. 
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Teknik kedua, observasi. Observasi dilakukan sebagai pengamatan langsung 

terhadap subjek dan objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengamati secara langsung 

teks-teks yang terdapat dalam pemberitaan tentang perubahan undang-undang KPK di 

media Kompas.com dan Tempo.co edisi September 2019. 

D. Teknik Analisis Data.  

Pada penelitian ini menggunakan metode  framing analisis model Robert N 

Entman, dimana model tersebut menggambarkan proses seleksi dan menyoroti beberapa 

aspek  realitas oleh media. menempatkan informasi dalam konteks yang unik sehingga 

beberapa isu lebih terdistribusi daripada yang lain, dan untuk mempelajari bagaimana 

jurnalis menggunakan perspektif saat memilih isu dan menulis berita. Berikut skema 

framing Robert N Entman
16

 

Tabel 3.1 

Skema framing Robert N Entman 

Define Problems (Pendefinisian 

masalah) 

Bagaimana suatu peristiwa/isu 

dilihat? Sebagai apa? Sebagai 

masalah apa? 

Diagnose causes (Memperkirakan 

masalah atau sumber masalah) 

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh 

apa? Apa yang dianggap sebagai 

penyebab dari suatu masalah? Siapa 

(aktor) yang dianggap sebagai 

penyebab masalah? 

Make moral judgement (Membuat 

keputusan moral) 

Nilai moral apa yang disajikan untuk 

menjelaskan masalah? Nilai moral 

apa yang dipakai untuk melegitimasi 

atau mendelegitimasi suatu tindakan? 

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Penyelesaian apa yang ditawarkan 

untuk mengatasi masalah/isu? Jalan 

apa yang ditawarkan dan harus 

ditempuh untuk mengatasi masalah? 
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1. Define problem,adalah elemen pertama yang  dapat dilihat sebagai framing. 

Elemen ini adalah badan utama atau keyframe. Fokus pada  peristiwa yang 

dipahami dengan baik oleh wartawan. 

2. Diagnoses couses, merupakan elemen framing yang digunakanuntuk 

membingkai siapa (who), namun dapat juga berarti apa (What). Tentu saja, 

bagaimana suatu peristiwa dipahami juga berkaitan dengan apa dan siapa yang 

menjadi sumber masalahnya. 

3. Make moral judgment, adalah elemen pembingkaian yang digunakan untuk 

membenarkan atau memberikan argumen untuk suatu definisi, ketika 

penyebab masalah telah diidentifikasi, diperlukan argumen yang kuat untuk 

mendukung pendapat tersebut. 

4. Treatment recommendation, elemen ini  untuk menilai apa yang diinginkan 

reporter untuk memecahkan suatu masalah, solusi ini tergantung pada 

bagaimana peristiwa itu dipahami, siapa penyebab dan akibatnya, dan 

bagaimana argumen dibuat.
17

 

E. Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data, diperlukan teknik pemerikasaan, peneliti 

melakukan beberapa langkah pengujian  langkah melalui uji keabsahan data 

untuk melakukan pemeriksaan ulang pada data yang telah dikumpulkan. Uji 

keabsahan data inidiperlukanuntumenentukan valid atautidaknyasuatutemuan dan 

data yang dilaporkanpenelitidengankriteriakredibilitas data 

ataukepercayaanterhadaphasilpenelitian 

a) Diskusidengantemansejawat 

 Langkah 

inidilakukandenganmengeksposhasilsementaraatauhasilakhir yang 

diperolehdalambentukdiskusidenganrekan-rekansejawat. 

Pemeriksaansejawatberartipemeriksaan yang 
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dilakukandenganjalanmengumpulkanrekan-rekansebaya, yang 

memilikipengetahuanumumyangsamatentangapa yang diteliti, 

sehinggabersamamerekapenelitidapat me rievewPersepsi, pandangan dan 

analisis yang sedangdilakukan.  

b) Member check  

Menerapkanmember check untuksebagai proses pengecekan data 

yang diperolehpenelitikepadapemberi data. 

Tujuannyauntukmengetahuiseberapajauh data yang 

diperolehsesuaidenganapa yang diberikanpemberi data. Apabila data yang 

ditemukandisepakati oleh pemberi data, bearti data tersebut valid, 

sehinggasemakinkredibel dan dapatdipercaya. 

 Pelaksanaanmembercheckdapatdilakukansetelahpengumpulan 

data selesai, atausetelahmendapatsuatutemuanataukesimpulan. Setelah data 

disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid, 

sehinggasemakinkredibel dan dapatdipercaya.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. ProfilKompas.com dan tempo.co 

a. Kompas.com 

Kompas.com didirikan pada tahun 1997 sebagai Kompas Online. Saat itu 

Kompas Online hanyalah versi Internet dari Harian Kompas. Kemudian, pada tahun 

1998, Kompas Online berubah nama menjadi Kompas.com yang berfokus pada 

pengembangan konten, desain, dan strategi pemasaran  baru. Kompas.com juga telah 

memulai upayanya sebagai portal  terpercaya di Indonesia. 

Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2008, Kompas.com muncul dengan 

tampilan yang berubah drastis. Mengusung ide “Rebirth”, Kompas.com menghadirkan 

logo baru, layout baru, dan konsep baru. Lebih kaya, lebih segar, lebih elegan, dan 

tentu saja selalu lebih ramah pengguna dan ramah pengguna bagi pengiklan.
18

 

Sinergi ini menjadikan Kompas.com sebagai sumber informasi yang lengkap,  

tidak hanya menyajikan berita teks tetapi juga gambar, video, live streaming. 

Perubahan ini juga meningkatkan jumlah pengunjung aktif Kompas.com di awal 2008, 

mencapai 20 juta pembaca aktif bulanan dan total 40 juta tampilan halaman/tayangan 

per bulan. Saat ini, Kompas.com telah mencapai 120 juta tampilan halaman per bulan. 

Pada tahun tersebut juga mulai ditampilkan channel-channel atau kanal-kanal 

di halaman depan Kompas.com. Saluraninidirancangsesuaidengantemaberita dan 

memberikankarakter pada setiapgrupberita. 

1) Visi dan Misi Kompas.com 

 Visi 

Menjadi perusahaan terbesar, terbaik, terpadu, dan tersebar di Asia Tenggara. 

Melalui usaha berbasis pengetahuan untuk menciptakan masyarakat terdidik, 
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tercerahkan, menghargai kebhinekaan, adil, dansejahtera. 

Misi 

a) Kompas.com memulai langkahnya sebagai portal berita terpercaya 

diIndonesia. 

b) Berita yang ditulis secara berani, kritis dantajam. 

c) Lebih kaya, lebih segar, lebih elegan dan tentunya tetap mengedepankan 

unsur user – friendly dan advertiser –friendly. 

d) Sinergi ini menjadikan Kompas.com sebagai sumber informasi lengkap, yang 

tidak hanya menghadirkan berita dalam bentuk teks, namun juga gambar, 

video, live streaming. 

Kompas.com juga telah menciptakan komunitas penulis dengan konsep 

jurnalisme warga di Kompasiana. Setiap anggota Kompasiana dapat melaporkan 

peristiwa, mengungkapkan pandangan dan gagasan serta menyampaikan aspirasinya 

dalam bentuk artikel, foto atau rekaman audio dan video..
19

 

2) KanalKompas.com 

 

a) KOMPASFemale 

 

Memuat informasi seputar dunia wanita: tips-tips seputar karir, 

kehamilan, trik keuangan serta informasi belanja. 

b) KOMPASBola 

 

Tempat akurat untuk mengetahui update skor, berita seputar tim dan 

pertandingan sepak bola. 

c) KOMPASHealth 

 

Berisi tips-tips dan artikel tentang kesehatan, informasi medis terbaru, 

beserta fitur informasi kesehatan interaktif. 

d) KOMPASTekno 

 

Mengulas gadget-gadget terbaru di pasaran, menampilkan review 
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produk dan beragam berita teknologi 

e) KOMPASEntertainment 

 

Menyajikan berita-berita selebriti, ulasan film, musik dan hiburan dalam 

dan luar negeri. 

f) KOMPASOtomotif 

 

Menampilkan berita-berita seputar kendaraan, trend mobil dan motor 

terbaru serta tips-tips merawat kendaraan. 

g) KOMPASProperti 

Memuat direktori lengkap properti dan artikel tentang rumah apartemen 

serta tempat tinggal. 

h) KOMPASImages 

 

Menyajikan foto-foto berita berkualitas dalam resolusi tinggi, hasil 

pilihan editor foto Kompas.com. 

i) KOMPASKarier 

 

Kanal yang tak hanya berfungsi sebagai direktori lowongan kerja, 

namun juga sebagai one-stop career solution bagi para pencari kerja maupun 

karyawan. 

Kompasiana juga melibatkan kalangan jurnalis Kompas Gramedia dan para 

tokoh masyarakat, pengamat serta pakar dari berbagai bidang, keahlian dan disiplin 

ilmu untuk ikut berbagi informasi, pendapat dan gagasan. Kompasiana, yang setiap 

hari melahirkan 300 hingga 400 tulisan telah berhasil membangun komunitas 

jurnalisme warga yang mencapai 50.000 anggota. 

b. Tempo.co 

Peningkatan ljumlah lpengguna lInternet ldi lIndonesia ltelah lmemaksa lbeberapa 

lperusahaan lmedia luntuk lmeningkatkan lpengoperasian lportal l lmereka. lSalah lsatunya 

ladalah lperusahaan lTempo lMedia lGroup ldengan lanak lperusahaan ldigitalltempo.co. 

lBerdasarkan llaporan ltahunanlTempo lMedia lGroup l(2016), ltempo.co lterus lmenunjukkan 

lpeningkatan ljumlah lpengunjung lmelalui lsaluran lberita ltertentu, lseperti lpolitik, lbisnis, 
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lmetro, lolahraga, ldan ltravel. lJumlah lpengunjunglTempo.co ltumbuhlmenjadi l16 ljuta lUV 

lper lbulan lpada ltahun l2016, lmeningkat l33% ldari ltahun l2015, lyang ltercatat l12 ljuta lper 

lbulan. 

Pendapatan liklan lonline lmencapai lRp l12,2 lmiliar lpada ltahun l2015. lPendapatan 

lini l lhampir ldua lkali llipat ldari ltahun l2014 lmenjadi lRp l6,3 lmiliar, lpada lakhir ltahun l2016, 

lpendapatan lmencapai lRp l16,6 lmiliar, lnaik l36%. lPada ltahun-tahun lberikutnya,  laktivitas 

ldigital lsemakin lmenjanjikan l ldengan l lmeningkatnya ljumlah lpengguna linternet ldan 

laplikasi lmobile. 

Tempo ladalah lperusahaan lmedia lpertama ldi lIndonesia lyang lmeluncurkan 

lportal, lyakni lpada l l6 lMaret l1996. lSaat litu, lnama lsitus ltersebut lmasih 

lwww.tempointeraktif.com lsebelum lakhirnya lmenjadi ltempo.co lpada l2008. lL lSalah lsatu 

lupaya lTempo luntuk ltetap lupdate ldengan lberita lterbaru ldari lportal ladalah llarangan 

lpenerbitan lmajalah lTempo l(tempo ldibredel lpada lmasa lorde lbaru lselama lempat ltahun). 

1) Visi ldan lMisilTempo.co 

Nilai lTempo l: 

Penerapan lbudaya lperusahaan lTempo ldiawali ldengan lmengevaluasi lvisi ldan 

misi lperusahaan lserta lmenggali lnilai-nilai lyang lmenjadi lkeunggulankompetitif 

lperusahaan lselama lperjalanan lTempo. lNilai-nilai lTempo ladalahTepercaya,  

lMerdeka, ldan lProfesional. 

a) Terpercaya : lMenjunjung ltinggi lintegritas ldalam lsetiap lucapan ldantindakan. 

b) Merdeka : lBebas lmengekspresikan ldiri ldenganmenghargaikeberagaman. 

c) Profesional : lSelalu lbekerja ldengan lstandar lkompetensi ltertinggi. 

VISI l: l  

Menjadi lacuan ldalam lusaha lmeningkatkan lkebebasan lpublik luntuk lberpikir 

ldan lberpendapat lserta lmembangun lperadaban lyang lmenghargai lkecerdasan ldan 

lperbedaan. lBudaya lperusahaan ladalah lkebiasaan, lprinsip, latau lnilai lyang ldiyakini 

lsebagai lpegangan ldalam lmenjalankan lkegiatan ldalam lorganisasi. 
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MISI l: 

a) Menghasilkan lproduk lmultimedia lyang lindependen ldan lbebas ldarisegala 

ltekanan ldengan lmenampung ldan lmenyalurkan lsuara lyang lberbeda-beda lsecara 

ladil. 

b) Menghasilkan lproduk lmultimedia lbermutu ltinggi ldan lberpegang lpadakode letik. 

c) Menjadi ltempat lkerja lyang lsehat ldan lmenyejahterakan lsertamencerminkan 

lkeragaman lIndonesia. 

d) Memiliki lproses lkerja lyang lmenghargai ldan lmemberi lnilai ltambahkepada 

lsemua lpemangku lkepentingan. 

e) Menjadi llahan lkegiatan lyang lmemperkaya lkhazanah lartistik,intelektual, lserta 

ldunia lbisnis lmelalui lpeningkatan lide-ide lbaru, lbahasa,dan ltampilan lvisual lyang 

lbaik. 

f) Menjadi lpemimpin lpasar ldalam lbisnis lmultimedia ldan lpendukungnya. 

2) Struktur lManajemenlTempo.co 

Tempo.co l(PT lInfo lMedia lDigital) 

a) Direktur lUtama : lToriq lHadad 

b) Direktur  : lBurhan lSolihin, lY. lTomi lAryanto, lWahyuDhyatmika 

c) Pemimpin lRedaksi  l: lWahyu lDhyatmika 

d) Redaktur lEksekutif : lElik lSusanto 

3) Kanal lNasional ldan lHukum l 

a) Redaktur lUtama : lWidiarsi lAgustina l 

b) Redaktur  : lJuli lHantoro, lKodrat lSetiawan, lEndri lKurniawati 

c) Staf lRedaksi  : lRina lWidiastuti, lAmirullah, lNinis lChairunnisa lA.Aditya l

   Budiman 

d) Reporter  : lAhmad lFaiz lIbnu lSani, lRezki lAlvionitasari,Arkhelaus 

Wisnu 
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4) Kanal lEkonomi lBisnis l 

a) Redaktur lPelaksana : lYudono lYanuar l 

b) Redaktur  : lDewi lRina lCahyani, lR.R. lAryani l 

c) Staf lRedaksi  : lAli lAhmad lNoor lHidayat, lMartha lWartha lSilaban 

d) Reporter  : lAnnisa lLucyana, lYohannes lPaskalis, lVindriFlorentin l 

5) Kanal lOtomotif l 

a) Redaktur  : lEko lAri lWibowo 

b) Reporter  : lWawan lPriyanto 

6) Kanal lInternasional 

a) Redaktur  : lMaria lRita lIda lHasugian l 

b) Staf lRedaksi  : lSita lPlanasari, lBudi lRiza 

c) Reporter  : lChoirul lAminudin. l 

7) Kanal lSeni l& lGaya lHidup l 

a) Redaktur lUtama : lTulus lWijanarko l 

b) Redaktur  : lRini lKustiani, lSusandijani, lNunuy lHurhayati l 

c) Staf lRedaksi  : lMitra lTarigan, lAisha lShaidra l 

d) Reporter  : lYunia lPratiwi 

8) Kanal lSains l& lSport 

a) Redaktur  : lUtama lNurdin lSaleh l 

b) Staf lRedaksi  : lErwin lZ. lPrima, lAmri lMahbub, lFebriyan l 

c) Reporter  : lEgi lAdyatama 

9) Kanal lMetro 

a) Redaktur  : lJobpie lSugiharto, lTjandra lDewi, lDwi lArjanto l 

b) Staf lRedaksi  : lAli lAnwar, lSuseno, lUntung lWidyanto l 

c) Reporter  : lLarissa lHuda, lFriski lRiana 

10) Kanal lIndonesiana l 

a) Redaktur  : lIstiqomatul lHayati l 
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b) Staf lRedaksi  : lCheta lN. lPrasetyaningrum l 

c) Pengembangan l  l: lRobert lJanuar 

11) Foto l& lVideo l 

a) Koordinator  : lMahanizar lDjohan l 

b) Fotografer  : lAmston lProbel, lCharisma lAdristy, lFardi lBestari,Subekti l 

c) Editor lVideo  : lNgarto lFebruana l 

d) Videografer  : lRyan lMaulana, lRidian lEka lSaputra, lDwiOktaviane 

12) Pengembangan lProduk lDigital l 

a) Kepala  : lYosep lSuprayogi l 

b) Infografis lRedaktur : lFitra lMoerat lRamadhan lSitompul, lM. Adam lFirdaus 

c) Videografis lRedaktur : lSadika lHamid 

13) Pengembangan lAudiens l 

a) Manager l  : lDhika lKurniawan, lNita lAzhar l 

b) Media lSosial l  : lFerdinand lAkbar l(Koordinator), lAbdur lRohim lLatada 

14) Alamat l 

Gedung lTempo, lJl. lPalmerah lBarat lNo. l8 lJakarta lSelatan l12210 l 

Kontak l 

Tel. l62-21-5360409, l5482132, l7255625; l 

Fax: l62-21-7206995 l 

Email: lsredaksi@tempo.co.id l/ lmarketing@tempo.co.id l 

2. Revisi UU KPK dalamKonstruksiKompas.com 

Revisi lUndang-Undang lKPK lyang ldisahkan loleh lDewan lPerwakilan lRakyat 

l(DPR) lmelalui lsidang latau lrapat lparipurna lmenjadi lpemberitaan lutama lmedia. 

lPengesahan lrevisi lUU lKPK ltidak lhanya lmenjadi lpemberitaan lmedia, ltetapi ljuga 

lmenimbulkan lreaksi lpenentangan loleh lpara lmahasiswa ldan lunsur lmasyarakat lluas 

llainnya lmelalui laksi ldemontrasi lberskala lbesar ldan lmasif ldi lsejumlah ldaerah. l 

Kompas.com, lsalah lsatu lmedia lberita lonline ldi lIndonesia, lmerupakan lsalah lsatu 

lmedia lyang lmemberitakan ltentang lRevisi lUU lKPK. lDari ltindak llanjut lpeneliti, 
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lterdapatl15 lartikel lyang ldimuat ldi lKompas.com ltentang lperubahan lundang-undang lKPK 

lpada l l17-20 lSeptember l2019. 

Tabel l4.1 

Berita lyang  lditelitidarisumberberitaKompas.com 

No Judul Tanggal Sumber 

1. Pembahasan ldan 

lPengesahan lRevisi lUU 

lKPK lyang lHanya 

lButuh l12 lHari 

Selasa, 

17 lSeptember2019, 

15:10 Lwib 

https://nasional.Kompas.co

m/read/2019/09/17/151014

11/pembahasan-dan-

pengesahan-revisi-uu-kpk-

yang-hanya-butuh-12-

hari?page=all 

2. Jalan lPanjang lRevisi 

lUU lKPK, lDitolak 

lBerkali-kali lhingga 

lDisahkan 

Selasa 

17 lSeptember l2019, 

16:17 lWIB 

https://nasional.Kompas.co

m/read/2019/09/17/161714

91/jalan-panjang-revisi-uu-

kpk-ditolak-berkali-kali-

hingga-disahkan?page=all 

3. Revisi lUU lKPK 

lDisahkan, lAktivis 

lBentangkan lPoster 

l"Koruptor lMenang" ldi 

lDepan lDPR 

Selasa 

17 lSeptember l2019, 

14:44 lWIB 

https://nasional.Kompas.co

m/read/2019/09/17/144447

31/revisi-uu-kpk-disahkan-

aktivis-bentangkan-poster-

koruptor-menang-di-depan 

4. Revisi lUU lKPK 

lDikebut, lKapan 

lGiliran lRUU lPKS 

lDisahkan? 

Selasa 

17 lSeptember l2019, 

18:15 lWIB 

https://nasional.Kompas.co

m/read/2019/09/17/181506

51/revisi-uu-kpk-dikebut-

kapan-giliran-ruu-pks-

disahkan?page=all 

5. Revisi lUU lKPK 

lDisahkan, lBagaimana 

lNasib lSurat lPimpinan 

lKPK lyang lIngin lIkut 

lPembahasan 

Selasa, 

17 lSeptember l2019 

16:15 lWIB 

https://nasional.Kompas.co

m/read/2019/09/17/161510

21/revisi-uu-kpk-disahkan-

bagaimana-nasib-surat-

pimpinan-kpk-yang-ingin-

ikut 

6. Fraksi lKompak lRevisi 

lUU lKPK, ltetapi lBegini 

lFaktanya 

Rabu 

18 lSeptember l2019, 

08:13 lWIB 

https://nasional.Kompas.co

m/read/2019/09/18/081312

91/fraksi-kompak-revisi-

uu-kpk-tetapi-begini-
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faktanya?page=all 

7 UU lKPK lHasil lRevisi 

lBisa lDibatalkan 

ldengan lCara lIni 

Rabu 

18 lSeptember l2019, 

09:52 lWIB 

https://nasional.Kompas.co

m/read/2019/09/18/095234

41/uu-kpk-hasil-revisi-bisa-

dibatalkan-dengan-cara-

ini?page=all 

8. Revisi lUU lKPK 

lDisahkan, lKPK 

lBentuk lTim lTransisi 

Rabu 

18 lSeptember l2019 

10:30 lWIB 

 

https://nasional.Kompas.co

m/read/2019/09/18/103038

91/revisi-uu-kpk-disahkan-

kpk-bentuk-tim-transisi 

9. l KPK lAjak lMasyarakat 

lTetap lMengawal 

lKinerjanya 

Rabu 

18 lSeptember l2019, 

10:49 

https://nasional.Kompas.co

m/read/2019/09/18/103038

91/revisi-uu-kpk-disahkan-

kpk-bentuk-tim-transisi 

10. Revisi lUU lKPK 

lBerjalan lMulus, lBarter 

ldengan lPemindahan 

lIbu lKota 

Rabu 

18 lSeptember l2019, 

13:14 lWIB 

https://nasional.Kompas.co

m/read/2019/09/18/131431

61/revisi-uu-kpk-berjalan-

mulus-barter-dengan-

pemindahan-ibu-kota 

11. Setujui lPengesahan 

lUU lKPK, lTingkat 

lKepercayaan lJokowi 

lDiprediksi lMenurun 

Rabu 

18 lSeptember l2019, 

15:30 

https://nasional.Kompas.co

m/read/2019/09/18/153047

61/setujui-pengesahan-uu-

kpk-tingkat-kepercayaan-

jokowi-diprediksi-menurun 

12. Revisi lUU lKPK 

lDisahkan, lKPK lTetap 

lBerupaya lTemui 

lPresiden 

Rabu 

18 lSeptember l2019, 

21:15 lWIB 

https://nasional.Kompas.co

m/read/2019/09/18/211517

41/revisi-uu-kpk-disahkan-

kpk-tetap-berupaya-temui-

presiden 

13. Jokowi lDitantang 

lKeluarkan lPerppu 

lMengoreksi lRevisi lUU 

lKPK lseperti lSBY 

Kamis 

19 lSeptember l2019, 

04:04 lWIB 

https://nasional.Kompas.co

m/read/2019/09/19/040400

51/jokowi-ditantang-

keluarkan-perppu-

mengoreksi-revisi-uu-kpk-

seperti-sby 

14. Sahkan lRevisi lUU 

lKPK, lDPR 

Kamis 

19 lSeptember l2019, 

https://nasional.Kompas.co

m/read/2019/09/19/062300
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ldanlPemerintah lDinilai 

lPecahkan lRekor lMuri 

06:23 lWIB 71/sahkan-revisi-uu-kpk-

dpr-dan-pemerintah-dinilai-

pecahkan-rekor-muri 

15. Pengamat: lRevisi lUU 

lKPK lhingga lUU 

lPemasyarakatan lJadi 

lPaket lyang lDinanti 

lKoruptor 

Jumat 

20 lSeptember l2019, 

13:47 lWIB 

https://nasional.Kompas.co

m/read/2019/09/20/134738

91/pengamat-revisi-uu-kpk-

hingga-uu-pemasyarakatan-

jadi-paket-yang-

dinanti?page=all 

 

 Untukmenganalisisisiteksberitadarisetiapjudulpemberitaantersebut, maka peneliti 

menggunakan metodeanalisis framing model Robert N Entman, dimana model 

tersebut menggambarkan proses seleksi dan menyoroti beberapa aspek  

realitassertamenempatkan informasi dalam konteks yang unik sehingga beberapa isu 

lebih terdistribusi daripada yang lain.  Berikut skema framing Robert N Entman : 

a) Define problem, adalah elemen pertama yang  dapat dilihat sebagai framing. 

Elemen ini adalah badan utama atau keyframe. Fokus pada  peristiwa yang 

dipahami dengan baik oleh wartawan. 

b) Diagnoses couses, merupakan elemen framing yang digunakanuntuk 

membingkai siapa (who), namun dapat juga berarti apa (What). Tentu saja, 

bagaimana suatu peristiwa dipahami juga berkaitan dengan apa dan siapa yang 

menjadi sumber masalahnya. 

c) Make moral judgment, adalah elemen pembingkaian yang digunakan untuk 

membenarkan atau memberikan argumen untuk suatu definisi, ketika penyebab 

masalah telah diidentifikasi, diperlukan argumen yang kuat untuk mendukung 

pendapat tersebut. 

d) Treatment recommendation, elemen ini  untuk menilai apa yang diinginkan 

reporter untuk memecahkan suatu masalah, solusi ini tergantung pada 

bagaimana peristiwa itu dipahami, siapa penyebab dan akibatnya, dan 

bagaimana argumen dibuat. 
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a.  lMulusnya lPengesahan lRevisi lUU lKPK, lAbai lKritik lLibatkan lKPK, Edisi 18 

September 2019 

Dari lbeberapa ltema lyang lsudah ldiidentifikasi, lterdapat lpenonjolan ldilihat ldari 

ljumlah ltema llebih lbanyak lmengarah lke lsikap laparat ldan lpemerintah lterhadap lRUU 

lKPK. lDalam lsalah lsatu ljudul ldari ltema lberita l“Mulusnya lpengesahan lRevisi lUU 

lKPK, lAbai lKritik lLibatkan lKPK” lyang lterbit lpada ltanggal l18 lseptember l2019 l 

lmenonjolkan lsikap lpemerintah lterhadap lpengesahan lRUU lKPK lyang ldinilai lbegitu 

lcepat. L 

Dalam lberitanya, lKompas.com l lmenyatakan lbahwa lJokowi lberalasan ltidak 

lmembutuhkan lwaktu llama lkarena lrevisi lUU lKPK lyang ldiusulkan lDPR lhanya lterdiri 

ldari lempat latau llima lisu lbesar ldan lbahkan lJokowi lmaupun lperwakilan lpemerintah 

ltidak lsempat lbertemu ldengan lpimpinan lKPK. lSebelum ldisahkannya lRUU lKPK, 

ljokowi lsempat lmenegaskan lbahwa lRUU lKPK lmesti ljalan lterus lwalau lmendapat 

lkritik ldari lbanyak lpihak. lDinyatakan ldalam lberita lKompas.com l"Mengenai lrevisi 

lUU lKPK litu lkan lada ldi l(gedung) lDPR l(pembahasannya). lMarilah lkita lawasi 

lbersama-sama, lsemuanya lawasi," lkata lJokowi. 

Tabel 4.3 

Bingkai lPemberitaan lEntman 

Define lProblem l(pendefinisian 

lmasalah) 

Jokowi ldinilai lterlalu lcepat ldalam 

lmengesahkan lRUU lKPK ldan lbahkan lbelum 

lsempat lbertemu ldengan lpimpinan lKPK 

Diagnose lCauses l(memperkirakan 

lpenyebab lmasalah) 

Jokowi lberalasan lbahwa lrevisi lUU lKPK 

lyang ldiusulkan lDPR ltidak lmembutuhkan 

lwaktu llama lkarena lhanya lhanya lterdiri ldari 

lempat latau llima lisu lbesar 

Make lMoral lJudgement l(membuat 

lkeputusan lmoral) 

Sebelum ldisahkannya lUU lKPK, lJokowi 

lsempat lmenegaskan lbahwa lRUU 
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lKPKlmesti ljalan lterus lwalau lmendapat 

lbanyak lkritik ldari lbanyak lpihak 

Treatment lRecommendation 

l(menekankan lpenyelesaian) 

Meski lbanjir lkritik, ljokowi lpastikan lRUU 

lKPK ljalan lterus. lDinyatakan ldalam lberita 

l"Mengenai lrevisi lUU lKPK litu lkan lada ldi 

l(gedung) lDPR l(pembahasannya). lMarilah 

lkita lawasi lbersama-sama, lsemuanya lawasi," 

lkata lJokowi. 

 

 

b. lMulusnya lRevisi lUndang-Undang lDisahkan, lKPK lBentuk lTim lTransisi, 

EdisilSeptember l2019 

Dalam ltema lyang lsama, ljudul lberita l“Revisi lUndang-Undang lDisahkan, 

lKPK lBentuk lTim lTransisi” lyang lterbit lpada ltanggal l18 lSeptember l2019 

lmenonjolkan lsikap lFebri lDiansyah lselaku ljuru lbicara lKPK lyang lmembentuk ltim 

ltransisi lmenyusul ldisahkannya lRUU lKPK. lDalam lpemberitaannya 

lKompas.commenyatakan lbahwaFebri lDiansyah lmembentuk ltim ltersebut luntuk 

lmengidentifikasi lkonsekuensi lpenerapan lUndang-Undang lKPK lyang ldirevisi 

lterhadap lkelembagaan, lsumber ldaya lmanusia, lserta lkegiatan lKPK ldalam 

lpenindakan lmaupun lpencegahan lkorupsi lmelalui lanalisis lterhadap lmateri-materi 

lRUU lKPK lyang ltelah ldisahkan. lDalam lpemberitaannya, lfebri ljuga lmengakui 

lterdapat lpasal-pasal lRUU lKPK lyang lberpotensi lmelemahkan lkinerja lKPK. lOleh 

lkarena litu, ltim ltransisi ljuga lakan lmenyisir lpasal-pasal ltersebut ldan lmemastikannya 

ltidak berefek lnegatif lbagi lKPK. 
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Tabel 4.4 

Bingkai lPemberitaan lEntman 

Define lProblem l(pendefinisian 

lmasalah) 

KPK lmembentuk ltim ltransisi lmenyusul 

ldisahkannya lrevisi lUndang-Undang lNomor 

l30 lTahun l2002 ltentang lKPK lpada lselasa, l17 

lseptember l2019 

Diagnose lCauses l(memperkirakan 

lpenyebab lmasalah) 

Febri lmengakui lada lpasal-pasal ldalam lRUU 

lKPK lyang lberpotensi lmelemahkan lKPK. 

lOleh lkarena litu, ldibentuknya ltim ltransisi 

luntuk lmenyisir lpasal-pasal ltersebut ldan 

lmemastikannya ltidak lberefek lnegatif lbagi 

lKPK 

Make lMoral lJudgement l(membuat 

lkeputusan lmoral) 

Wakil lketua lKPK lLaode lSyarif ljuga 

lmenyebut lada lbeberapa lpoin lyang 

lbermasalah lantara llain ldewan lpengawas 

lyang ldiangkat loleh lpresiden lserta 

lkomisioner lyang ldinilainya ltak llagi lmenjadi 

lpimpinan ltertinggi ldi lKPK. lKemudian 

lakibat lberlakunya lUU lKPK lhasil lrevisi, 

lLaode lmenyebut lstatus lkepegawaian lKPK 

lakan lberubah ldrastis ldengan lberalih 

lmenjadi laparatur lsipil lnegara. lLalu, 

lkegiatan lpenyadapan, lpenggeledahan, ldan 

lpenyitaan lyang ldilakukan lKPK lpun lharus 

lberdasarkan lizin lDewan lPengawas. 

Treatment lRecommendation Dalam lberitanya, lfebri lmengatakan l“KPK 
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l(menekankan lpenyelesaian) ljuga ltidak lmau lharapan lpublik 

lterhadaplkomisi lpemberantasan lkorupsi 

lselesai lsampai lketokan lpalu lparipurna lDPR 

lkemarin. lKarena litu lkami ljuga lharus 

lberkomitmen ltetap lterus lmenjalankan 

likhtiar lpemberantasan lkorupsi lini”. 

 

c. lRevisi lUndang-Undang lKPK lDisahkan, lLaode lSyarif lsebut lLumpuhkanPenindakan, 

Edisi17 lseptember l2019 

RUU lKPK lyang ldinyatakan lberpotensi lmelemahkan lKPK ltersebut ljuga 

ldinyatakan ldalam lJudul lberita l“Revisi lUndang-Undang lKPK lDisahkan, lLaode 

lSyarif lsebut lLumpuhkan lPenindakan” lyang lterbit lpada ltanggal17 lseptember l2019 

ldalam lpemberitaannya lbahwa lLaode lmengatakan lRUU lKPK lyang ltelah ldisahkan 

ltidak lsesuai ldengan lpernyataan lpresiden lJokowi ldan lmengaku lbelum lmenerima 

linformasi lresmi lterkait lpengesahan lRUU lKPK ldan lbaru lmendengarnya llewat lmedia 

lmassa. lDalam lpernyataannya l“jika lapa lyang lkami lterima ldari lmedia ladalah lbenar, 

lUU lversi lrevisi lakan lmelumpuhkan lpenindakan lKPK” lkata lLaode. 

Tabel 4.5 

Bingkai lPemberitaan lEntman 

Define lProblem l(pendefinisian 

lmasalah) 

Laode lmengatakan lRUU lKPK lyang ltelah 

ldisahkan lDPR lakan lmelumpuhkan 

lpenindakan lKPK ldan ltidak lsesuai ldengan 

lpernyataan lpresiden lJokowi ldan lmengaku 

lbelum lmenerima linformasi lresmi lterkait 

lpengesahan lRUU lKPK ldan lbaru 

lmendengarnya llewat lmedia lmassa. 

Diagnose lCauses l(memperkirakan DPR lmengesahkan lRevisi lUndang-Undang 
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lpenyebab lmasalah) ltentang lKomisi lPemberantasan 

lKorupsil(KPK). lPengesahan l ldisampaikan 

ldalam lrapat lparipurna lpada lSelasa lsiang. 

lPerjalanan lRevisi lini lberjalan l lsingkat. 

lSebab lDPR lbaru lsaja lmenyetujui lRUU 

lKPK latas linisiatif lmereka lpada l6 lSeptember 

l2019. 

Make lMoral lJudgement l(membuat 

lkeputusan lmoral) 

Ketua lKPK lAgus lRaharjo lmembeberkan l9 

lpoin lRUU lKPK lyang ldapat lmelemahkan 

lKPK lantara llain lkeberadaan lDewan 

lPengawas, lizin lpenyadapan, lserta 

lwewenang lmenerbitkan lSP3 

Treatment lRecommendation 

l(menekankan lpenyelesaian) 

“jika lapa lyang lkami lterima ldari lmedia 

ladalah lbenar, lUU lKPK lversi lrevisi lakan 

lmelumpuhkan lpenindakan lKPK,” lkata 

lLaode lsaat ldihubungi lwartawan lpada lhari 

lselasa l17 lSeptemer l2019. 

 

d. Revisi lUU lKPK lDisahkan, lAktivis lBentangkan lPoster l"Koruptor Menang" ldi lDepan 

lDPR, EdisilSeptember l2019 

Pada lberita lkompas ldengan ljudul l“Revisi lUU lKPK lDisahkan, lAktivis 

lBentangkan lPoster l"Koruptor lMenang" ldi lDepan lDPR” lyang lterbit lpada ltanggal l17 

lSeptember l2019, lKompas lmenyatakan ldalam lteks lberitanya lbahwa lsejumlah laktivis 

lanti-korupsi lmenggelar laksi lunjuk lrasa lsetelah lDPR lmengesahkan lrevisi lUndang-

Undang lNo l30 ltahun l2002 ltentang lKomisi lPemberantasan lKorupsi l(UU lKPK) 

ldengan lmengenakan lbaju lhitam ldan lberdiri ldi ldepan lgedung lDPR, lSenayan, lJakarta 

lselama lbeberapa lmenit ldengan lmembentangkan lspanduk ldan lposter lyang 
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lmenyatakan lpenolakan lterhadap lpengesahan lrevisi lUU lKPK loleh lDPR ldengan 

ltulisan l“Koruptor lMenang”. 

Dinyatakan ldalam lterbitan ltersebut, lLalola lEaster lmenilai lsemua lpoin lrevisi 

lyang ldisepakati loleh lDPR ldan lPemerintah lbisa lmelemahkan lpemberantasan lkorupsi. 

lLalola ljuga lmenyoroti lsejumlah lpasal lyang ldianggap lmembatasi lruang lgerak lKPK, 

lsalah lsatunya lmengenai lpembentukan ldewan lpengawas. lLalola lmenilai lbahwa 

lpembentukan ldewan lpengawas lakan lmembatasi ldan lmelemahkan lKPK ldikarenakan 

lpenindakan lakan lsemakin llama lkarena lKPK lharus lmeminta lizin ltertulis ldewan 

lpengawas, lmisalnya ldalam lhal lpenyadapan. 

Tabel 4.6 

Bingkai lPemberitaan lEntman 

Define lProblem l(pendefinisian 

lmasalah) 

bahwa lsejumlah laktivis lanti-korupsi 

lmenggelar laksi lunjuk lrasa lsetelah lDPR 

lmengesahkan lrevisi lUndang-Undang lNo l30 

ltahun l2002 ltentang lKomisi lPemberantasan 

lKorupsi l(UU lKPK) ldengan lmengenakan 

lbaju lhitam ldan lberdiri ldi ldepan lgedung 

lDPR, lSenayan, lJakarta lselama lbeberapa 

lmenit ldengan lmembentangkan lspanduk ldan 

lposter lyang lmenyatakan lpenolakan 

lterhadap lpengesahan lrevisi lUU lKPK loleh 

lDPR ldengan ltulisan l“Koruptor lMenang”. l 

Diagnose lCauses l(memperkirakan 

lpenyebab lmasalah) 

Lalola lEaster lmenilai lsemua lpoin lrevisi 

lyang ldisepakati loleh lDPR ldan lPemerintah 

lbisa lmelemahkan lpemberantasan lkorupsi. 

lLalola ljuga lmenyoroti lsejumlah lpasal lyang 

ldianggap lmembatasi lruang lgerak lKPK, 

lsalah lsatunya lmengenai lpembentukan 
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ldewan lpengawas 

Make lMoral lJudgement l(membuat 

lkeputusan lmoral) 

Lalola lmenilai lbahwa lpembentukan ldewan 

lpengawas lakan lmembatasi ldan 

lmelemahkan lKPK ldikarenakan lpenindakan 

lakan lsemakin llama lkarena lKPK lharus 

lmeminta lizin ltertulis ldewan lpengawas, 

lmisalnya ldalam lhal lpenyadapan. 

Treatment lRecommendation 

l(menekankan lpenyelesaian) 

Tidak lada lpenekanan lpenyelesaian ldalam 

lterbitan lini 

e. Pembahasan ldan lPengesahan lRevisi lUU lKPK lyang lHanya lButuh l12 lHari, Edisi17 

lSeptember l2019 

Pada lterbitan lini lKompas lmenyatakan lbahwa lRUU lKPK lNo l30 lTahun l2002 

lresmi ldisahkan ldalam lrapat lparipurna ldi lKomleks lParlemen, lSenayan, lJakarta. 

lProses lkonfirmasinya lcepat. lHanya l12 lhari lsejak lrevisi lundang-undang lKPK 

ldisahkan. lPembahasan lrevisi lcepat lUU lKPK l ldimulai ldengan lrapat ldi llembaga 

llegislatif l(Baleg) lDPR. lLalu ltiba-tiba lpada lKamis l17 lSeptember l2019, lDPR 

lmenggelar lrapat lparipurna, lsalah lsatu lagendanya ladalah lmengesahkan lRUU lKPK 

lsebagai linisiatif lDPR. lSeluruh langgota lDPR ltelah lsepakat luntuk lmengubah lundang-

undang lKPK. lTidak lada lfaksi lyang lmengajukan lkeberatan latau lmenyela. lJuga ltidak 

lada l lperdebatan lantara lpartai lpro-pemerintah ldan l loposisi. 

Pada lterbitan lini, lKompas lmenyakan ldalam lteksnya l lbahwa lpembahasan lRUU 

lKPK ljustru lditentang lkeras loleh lmasyarakat. lNamun, lDPR ldan lpemerintah lacuh ltak 

lacuh. lDalam ltertbitan lini ljuga lkompas lmenyatakan ldalam lteksnya lbahwa lPada lRabu, 

l11 lSeptember l2019, lPresiden lJoko lWidodo lmengirimkan lsurat lpresiden l(Supres) 

ltentang lperubahan lundang-undang lKPK, lsebagai ltanda lbahwa lpemerintah ltelah 

lsepakat luntuk lberdiskusi ldengan lDPR. lPresiden ltelah lmenunjuk lMenteri lHukum ldan 

lHak lAsasi lManusia lYasonna lLaoly ldan lMenteri lAdministrasi lNegara ldan lReformasi 
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lBirokrasi l(PANRB) lSyafruddin luntuk lmembahas lamandemen lUU 

lKPK.lMenanggapi lSurpres ltersebut, lDewan lPerwakilan lRakyat lDPR l lmenggelar 

lrapat lkerja lpada lKamis, l12 lSeptember l2019 ldengan lMenteri lHukum ldan lHak lAsasi 

lManusia lYasonna lLaoly ldi lkompleks lparlemen, lSenayan, lJakarta. 

Terbitan lini ljuga lmenampilkan lWakil lPresiden lDPR lRI lFahri lHamzah lselaku 

lketua lsidang lmeminta lpeserta lrapat luntuk lmengambil lkeputusan ltingkat lkedua 

ltentang lperubahan lUU lNo l30 ltahun l2002 lApakah lpemberantasan lkorupsi lsudah 

ldapat ldisetujui lmenjadi lundang-undang?” l“setuju,” ljawab lseluruh langgota ldewan 

lyang lhadir. lPalu lpun ldiketok lbeberapa lkali ldiiringi ltepuk ltangan. 

Tabel 4.7 

Bingkai lPemberitaan lEntman 

Define lProblem l(pendefinisian 

lmasalah) 

RUU lKPK lNo l30 lTahun l2002 lresmi 

ldisahkan ldalam l lrapat lparipurna ldi lKomleks 

lParlemen, lSenayan, lJakarta. lProses 

lpengesahan lberlangsung lcepat. l 

Diagnose lCauses l(memperkirakan 

lpenyebab lmasalah) 

Hanya l12 lhari lsejak lrevisi lundang-undang 

lKPK ldisahkan. lPembahasan lrevisi lcepat 

lUU lKPK l ldimulai ldengan lrapat ldi llembaga 

llegislatif l(Baleg). lLalu, ltiba-tiba lsaja lpada 

lkamis l17 lseptember l2019, lDPR lmenggelar 

lrapat lparipurna lyang lsalah lsatu lagendanya 

ladalah lmengesahkan lRUU lKPK lmenjadi 

linsiatif lDPR. 

Make lMoral lJudgement l(membuat 

lkeputusan lmoral) 

Pada lRabu, l11 lSeptember l2019, lPresiden 

lJoko lWidodo lmengirimkan lsurat lpresiden 

l(Supres) ltentang lperubahan lundang-undang 

lKPK, lsebagai ltanda lbahwa lpemerintah ltelah 
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lsepakat luntuk lberdiskusi ldengan 

lDPR.lPresiden ltelah lmenunjuk lMenteri 

lHukum ldan lHak lAsasi lManusia lYasonna 

lLaoly ldan lMenteri lAdministrasi lNegara ldan 

lReformasi lBirokrasi l(PANRB) lSyafruddin 

luntuk lmembahas lamandemen lUU lKPK. 

lMenanggapi lSurpres ltersebut, lDewan 

lPerwakilan lRakyat lDPR l lmenggelar lrapat 

lkerja lpada lKamis, l12 lSeptember l2019 

ldengan lMenteri lHukum ldan lHak lAsasi 

lManusia lYasonna lLaoly ldi lkompleks 

lparlemen, lSenayan, lJakarta. 

Treatment lRecommendation 

l(menekankan lpenyelesaian) 

Wakil lPresiden lDPR lRI lFahri lHamzah 

lselaku lketua lsidang lmeminta lpeserta lrapat 

luntuk lmengambil lkeputusan ltingkat lkedua 

ltentang lperubahan lUU lNo l30 ltahun l2002 

lApakah lpemberantasan lkorupsi lsudah ldapat 

ldisetujui lmenjadi lundang-undang?” 

l“setuju,” ljawab lseluruh langgota ldewan 

lyang lhadir. lPalu lpun ldiketok lbeberapa lkali 

ldiiringi ltepuk ltangan. 

 

f. Revisi lUU lKPK lDisahkan, lBagaimana lNasib lSurat lPimpinan lKPK lyang Ingin lIkut 

Pembahasan, 17 lseptember l2019 

Dalam lterbitan lini, lFahri lHamzah lselaku lKetua lDPR lRI lmenyatakan lbahwa 

lDPR lmenerima lsurat ldari lPimpinan lKomisi lPemberantasan lKorupsi l(KPK) lterkait 

lrevisi lUndang-Undang lnomor l30 ltahun l2002 ltentang lKomisi lPemberantasan lTindak 

lPidana lKorupsi l(UU lKPK). lFahri lmengusulkan lagar lsurat ldari lPimpinan 
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ltersebutldijawab ldengan lmemaparkan lkronologi lpembahasan lRUU lKPK lmulai ldari 

lpembahasan lyang lmelibatkan lKPK lhingga ldibahas lantara lDPR ldan lPemerintah. 

Dinyatakan ldalam lterbitan lini lbahwa lKPK lsebelumnya lmelayangkan lsurat lke 

lDPR lterkait lpolemik lrevisi lUndang-Undang lnomor l30 ltahun l2002 ltentang lKPK 

lyang ldinilai lakan lmelemahkan lKinerjanya. lKetua lKPK lAgus lRaharjo lmengatakan, 

llewat lsurat ltersebut lKPK lakan lmeminta ldilibatkan ldalam lproses lpembahasan lRUU 

lKPK. lAgus lmenyarankan lagar lDPR ltidak lterburu-buru lmembahas lRUU lKPK. 

lMenurut lPak lAgus, lpembahasan lRUU lKPK l lharus ldisusun ldengan lmatang. 

Tabel 4.8 

Bingkai lPemberitaan lEntman 

Define lProblem l(pendefinisian 

lmasalah) 

Dinyatakan ldalam lterbitan lini lbahwa lKPK 

lsebelumnya lmelayangkan lsurat lke lDPR 

lterkait lpolemik lrevisi lUndang-Undang 

lnomor l30 ltahun l2002 ltentang lKPK lyang 

ldinilai lakan lmelemahkan lKinerjanya. lKetua 

lKPK lAgus lRaharjo lmengatakan, llewat lsurat 

ltersebut lKPK lakan lmeminta ldilibatkan 

ldalam lproses lpembahasan lRUU lKPK. 

Diagnose lCauses l(memperkirakan 

lpenyebab lmasalah) 

Fahri lHamzah lselaku lKetua lDPR lRI 

lmenyatakan lbahwa lDPR lmenerima lsurat 

ldari lPimpinan lKomisi lPemberantasan 

lKorupsi l(KPK) lterkait lrevisi lUndang-

Undang lnomor l30 ltahun l2002 ltentang 

lKomisi lPemberantasan lTindak lPidana 

lKorupsi l(UU lKPK). l 

Make lMoral lJudgement l(membuat 

lkeputusan lmoral) 

Fahri lmengusulkan lagar lsurat ldari lPimpinan 

ltersebut ldijawab ldengan 
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lmemaparkanlkronologi lpembahasan lRUU 

lKPK lmulai ldari lpembahasan lyang 

lmelibatkan lKPK lhingga ldibahas lantara 

lDPR ldan lPemerintah. 

Treatment lRecommendation 

l(menekankan lpenyelesaian) 

Agus lmenyarankan lagar lDPR ltidak lterburu-

buru lmembahas lRUU lKPK. lMenurut lPak 

lAgus, lpembahasan lRUU lKPK l lharaus 

ldisusun ldengan lmatang. 

 

g. lRevisi lUU lKPK lDikebut, lKapan lGiliran lRUU lPKS lDisahkan?, Edisi17 lseptember 

l2019 

Dalam lterbitan lini, lKompas.com lmenyatakan ldalam lteks lberitanya lbahwa 

lDPR lRI lbaru lsaja lmengesahan lrevisi lUndang-Undang lKPK. lNamun, lada lRevisi 

lundang-undang llain lyang ldianggap llebih lmendesak luntuk ldibahas langgota ldewan. 

lSalah lsatunya ladalah lRUU lPenghapusan lKekerasan lSeksual l(PKS) lyang lharus 

lsegera ldisahkan. 

Dalam lterbitan lini ljuga, lKompas lmenyatakan ldalam lteks lberitanya lbahwa 

lKetua lKomisi lNasional l(Komnas) lPerempuan lAzriana lmenilai, ldibandingkan 

ldengan lpengesahan lRancangan lKitab lUndang-Undang lHukum lPidana l(RKUHP) 

lyang l lmasih lkontroversial, lRUU lPKS llebih lpenting ldaripada lpersetujuan lsegera 

luntuk l lmelindungi lkorban lkekerasan. lRUU lPKS l lmasuk lke lDPR lsejak l2016, lAzriana 

lmengatakan lsatu-satunya lamandemen lUU lKPK l lyang ltidak lmasuk lProlegnas l2014-

2019 ltiba-tiba lmuncul ldan lbaru ldibahas l l20 lhari lsebelum lakhir ltahun l2014-2019. l 

Kompas lmengatakan ldalam lterbitannya lbahwa lRUU lPKS l lbelum ldisahkan 

lkarena lmasih lada lbeberapa lpembahasan lyang lbelum lmencapai ltitik ltemu. lAda 

lbeberapa lpasal ldalam lRUU lPKS l lyang ldikatakan lberpotensi l lmelegalkan laktivitas 

lseks lbebas. l lDPR ldinilai ltidak lserius l lmembahas latau lmematangkan lRUU lPKS. lHal 

lini lterlihat ljelas ldibandingkan lbeberapa lfraksi lDPR ldan lPanitia lKerja l(Panja) lyang 
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lhadir ldalam lrapat lpembahasan lRUU lPKS lpada lSenin, l26 lSeptember 

l2019.lBerdasarkan lhasil lpantauan l lmasyarakat lsipil lkoalisi, lhanya lada l2 ldari l12 lfaksi 

lyang lterlibat. lDiskusi. lSelama lini, lhanya l3 langgota lPanja lyang lberpartisipasi ldari 

ltotal l26 lorang.  

Postingan lini ljuga lmemuat lkomentar ldari lkoordinator ljaringan lProlegnas 

lPro-Perempuan lRatna lBatara lMunti lsaat lkonferensi lpers ldi lgedung l lLembaga 

lBantuan lHukum lIndonesia l(YLBHI), lMenteng, lJakarta lPusat lpada lRabu lTiga, l27 

lSeptember l2019, lyang lmengatakan lbahwa lDPR lsebagai lperwakilan ldari lmasyarakat 

lbelum lmenganggapnya lserius ldan lmenganggap lbahwa lmasalah lkekerasan lseksual 

lyang lsering ldihadapi lwarga l lbukanlah lmasalah lpenting lyang lharus ldiselesaikan 

ldengan lbenar. lMenurut lRatna, lkarena lbanyak langgota lPanja lyang ltidak lhadir, 

lpembahasan ltentang lRuu l ltidak lmembuahkan lhasil. lPertemuan litu ltidak 

lmembuahkan lhasil lsampai lakhirnya lditutup. 

Tabel 4.9 

Bingkai lPemberitaan lEntman 

Define lProblem l(pendefinisian 

lmasalah) 

Dalam lterbitan lini, lKompas.com 

lmenyatakan ldalam lteks lberitanya lbahwa 

lDPR lRI lbaru lsaja lmengesahan lrevisi 

lUndang-Undang lKPK. lNamun, lada lRevisi 

lundang-undang llain lyang ldianggap llebih 

lmendesak luntuk ldibahas langgota ldewan. 

lSalah lsatunya ladalah lRUU lPenghapusan 

lKekerasan lSeksual l(PKS) lyang lharus 

lsegera ldisahkan. 

Diagnose lCauses l(memperkirakan 

lpenyebab lmasalah) 

Kompas lmengatakan ldalam lterbitannya 

lbahwa lRUU lPKS l lbelum ldisahkan lkarena 

lmasih lada lbeberapa lpembahasan lyang 
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lbelum lmencapai ltitik ltemu. lAda 

lbeberapalpasal ldalam lRUU lPKS l lyang 

ldikatakan lberpotensi l lmelegalkan laktivitas 

lseks lbebas. l lDPR ldinilai ltidak lserius l 

lmembahas latau lmematangkan lRUU lPKS. 

lHal lini lterlihat ljelas ldibandingkan lbeberapa 

lfraksi lDPR ldan lPanitia lKerja l(Panja) lyang 

lhadir ldalam lrapat lpembahasan lRUU lPKS 

lpada lSenin, l26 lSeptember l2019. 

lBerdasarkan lhasil lpantauan l lmasyarakat 

lsipil lkoalisi, lhanya lada l2 ldari l12 lfaksi lyang 

lterlibat. lDiskusi. lSelama lini, lhanya l3 

langgota lPanja lyang lberpartisipasi ldari ltotal 

l26 lorang. 

Make lMoral lJudgement l(membuat 

lkeputusan lmoral) 

Azriana lmengatakan, lsatu-satunya lrevisi 

lUU lKPK lyang ltidak lmasuk ldalam 

lProlegnas l2014-2019 ldatang lbegitu lsaja ldan 

lbaru ldibahas l20 lhari lsebelum lberakhirnya 

lDPR l2014-2019. lHal lsenada ldisampaikan 

lMenteri lPemberdayaan lPerempuan ldan 

lPerlindungan lAnak lYohana lYembise ldalam 

lpostingannya lini. lYohana lmeminta 

lSeptember lRUU lPKS lsudah lbisa ldisahkan. 

Treatment lRecommendation 

l(menekankan lpenyelesaian) 

Postingan lini ljuga lmemuat lkomentar ldari 

lkoordinator ljaringan lProlegnas lPro-

Perempuan lRatna lBatara lMunti lsaat 

lkonferensi lpers ldi lgedung l lLembaga 
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lBantuan lHukum lIndonesia l(YLBHI), 

lMenteng, lJakarta lPusat lpada lRabu lTiga, 

l27lSeptember l2019, lyang lmengatakan 

lbahwa lDPR lsebagai lperwakilan ldari 

lmasyarakat lbelum lmenganggapnya lserius 

ldan lmenganggap lbahwa lmasalah lkekerasan 

lseksual lyang lsering ldihadapi lwarga l 

lbukanlah lmasalah lpenting lyang lharus 

ldiselesaikan ldengan lbenar. lMenurut lRatna, 

lkarena lbanyak langgota lPanja lyang ltidak 

lhadir, lpembahasan ltentang lRuu l ltidak 

lmembuahkan lhasil. lPertemuan litu ltidak 

lmembuahkan lhasil lsampai lakhirnya 

lditutup. 

 

h. lFraksi lKompak lRevisi lUU lKPK, ltetapi lBegini lFaktanya, Edisi18 lseptember l2019 

Pada lterbitan lini lKompas.com ldalam lteksnya lmenerangkan lbahwa ltidak lada 

lsatu lpihak lpun lyang lmenolak luntuk lmenyetujui lRevisi lUndang-Undang 

lPemberantasan lTindak lPidana lKorupsi l(KPK), lbahkan lselama lPilpres l2019 lbersama 

lJoko lWidodo lMa'ruf lAmin ldan lPrabowo lSubianto l- lSandiaga lUno. lNamun, lada 

lfakta lmenarik ltentang lkohesi lsemua lfraksi. lDari l ltotal l560 langgota lDPR lRI, lhanya 

lseparuh latau l289 lorang lyang lmenandatangani luntuk lmenghadiri lrapat lparipurna 

lpada lSelasa, l17 lSeptember l2019. lSedangkan lhanya lseperlima ldari ltotal langgota 

lDPR, lyakni l102 lorang lyang lhadir luntuk lmenyaksikan lpengesahan lRUU lKPK. 

lNamun, lhal ltersebut ltidak lmenjadi lmasalah lbagi lDPR. lPengesahan lrevisi lUU lKPK 

lterus lberlanjut. lRapat ldianggap lmemenuhi lsyarat lberdasarkan ljumlah langgota lDPR 

lyang lmengisi labsensi, lbukan l lyang lhadir ldalam lrapat lparipurna. lDalam lwaktu 

lkurang ldari l30 lmenit, lrevisi lUU lKPK lakhirnya ldisahkan. 
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Pada lterbitan lini ljuga lmenampilkan lkomentar ldari lArsul lSani lselaku lKomisi 

lIII lDPR lRI lmengatakan lyang lmemastikan lmekanisme lrapat lparipurna ldi lDPR 

lRIltidak ldihitung lberdasarkan langgota lDPR lyang lhadir lsecara lfisik, lmelainkan ldari 

ljumlah ltanda ltangan ldi ldaftar lhadir. lMenurut lArsul, lbukan lpersoalan lapabila lwakil 

lrakyat lhanya lmengikuti lrapat lparipurna lsebentar, llalu lmeniggalkan lruangan. lDalam 

lrapat lparipurna litu lsendiri, ljumlah lwakil lrakyat lyang lmenandatangani ldaftar lada 

lsebanyak l289. lArtinya, ljumlah ltersebut ldinilai lsudah lkuorum. lTerbitan lmenjelaskan 

ldalam lteks lberitanya lbahwa lmeskipun ltidak lada lsatupun lfraksi lyang lmenolak, 

lnamun ltiga lfraksi lmenginterupsi lrapat. lKetiga lfraksi litu lialah lfraksi lPKS, lGerindra, 

ldan lDemokrat. lInterupsi lmereka ltidak lmenolak lpengesahan, lmelainkan lhanya 

lmemberi lcatatan. l 

Pada lterbitan lini ljuga lmenyatakan lbahwa lKetua lfraksi lpartai lGerinda lEdhy 

lPrabowo ldan lpihaknya lkeberatan lterhadap lproses lpemilihan ldewan lpengawas lKPK 

llangsung loleh lPemerintah, latau ltanpa ldipilih ldari llembaga lindependen.  lEdhy 

lmengatakan, lGerindra ltidak lbertanggung ljawab lterhadap lpenyalahgunaan 

lkekuasaan lterhadap lpenguatan llembaga lantikorupsi ltersebut. lKemudian, langgota 

lfraksi lPKS lLedia lHanifa lmengatakan, lpoin lterkait lproses lpemilihan ldewan 

lpengawas lKPK ltidak lsesuai ldengan ltujuan lawal ldraf lUndang-Undang lKPK, lyaitu 

ldewan lpengawas ldibentuk ltanpa lintervensi. lSelanjutanya, langgota lfraksi lpartai 

lDemokrat lErma lSuryani lRanik lmengingatkan, lproses lpemilihan ldewan lpengawas 

lKPK loleh lPresiden ldikhawatirkan lakan lmembuat lpenyalahgunaan lkekuasaan. lIa 

lpun ltak lsepakat ldewan lpengawas ldipilih lOleh lPresiden. 

Tabel 4.10 

Bingkai lPemberitaan lEntman 

Define lProblem l(pendefinisian 

lmasalah) 

Pada lterbitan lini ldijelaskan lbahwa ltidak lada 

lsatu lpihak lpun lyang lmenolak luntuk 

lmenyetujui lRevisi lUndang-Undang 
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lPemberantasan lTindak lPidana lKorupsi 

l(KPK), lbahkan lselama lPilpres 

l2019lbersama lJoko lWidodo lMa'ruf lAmin 

ldan lPrabowo lSubianto l- lSandiaga lUno. 

lNamun, lada lfakta lmenarik ltentang lkohesi 

lsemua lfraksi. lDari l ltotal l560 langgota lDPR 

lRI, lhanya lseparuh latau l289 lorang lyang 

lmenandatangani luntuk lmenghadiri lrapat 

lparipurna lpada lSelasa, l17 lSeptember l2019 

Diagnose lCauses l(memperkirakan 

lpenyebab lmasalah) 

Pada lterbitan lini ljuga lmenampilkan 

lkomentar ldari lArsul lSani lselaku lKomisi lIII 

lDPR lRI lmengatakan lyang lmenjelaskan 

lbahwa lmekanisme lrapat lparipurna lDPR lRI 

ltidak ldihitung lberdasarkan ljumlah langgota 

lDPR lyang lhadir, lmelainkan lberdasarkan 

ljumlah ltanda ltangan. lpada ldaftar lhadir. 

lMenurut lArsul, ltidak lmasalah ljika lpara 

lwakil lrakyat lhanya lmenghadiri lrapat 

lsingkat llalu lmeninggalkan lruangan. lDalam 

lrapat lparipurna, ljumlah lwakil lrakyat lyang 

lmenandatangani ldaftar litu lsebanyak l289 

lorang. lArtinya, ljumlah litu ldianggap 

lkuorum.. 

Terbitan lmenjelaskan ldalam lteksnya lbahwa 

lmeskipun ltidak lada lpihak lyang lmenolak, 

lketiga lfraksi ltersebut lmenginterupsi 

lpertemuan ltersebut. lKetiga lfraksi ltersebut 
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ladalah lPKS, lGerindra, ldan lPartai 

lDemokrat. lInterupsi lmereka 

ltidaklmeniadakan lpersetujuan, litu lhanya 

lmengeluarkan lcatatan.. 

Ketua lUmum lPartai lGerinda lEdhy lPrabowo 

ldan lpartainya lmenentang lproses lseleksi 

ldewan lpengawas lKPK lbaik lyang ldilakukan 

llangsung loleh lpemerintah lmaupun ltidak 

ldipilih loleh lorganisasi lindependen. lPak 

lEdhy lmenegaskan lbahwa lGerindra ltidak 

lbertanggung ljawab latas lpenyalahgunaan 

lkekuasaan luntuk lmemperkuat llembaga 

lantikorupsi ltersebut. lSelanjutnya, lLedia 

lHanifa, langgota lFraksi lPKS, lmenilai lpoin-

poin lterkait lproses lseleksi ldewan lpengawas 

lKPK ltidak lsesuai ldengan ltujuan lawal lRUU 

lKPK, lyakni ldewan lpengawas lyang 

ldisahkan ldibentuk ltanpa lcampur ltangan. 

lSelain litu, langgota lPartai lDemokrat,  lErma 

lSuryani lRanik, lmenuturkan lproses 

lpemilihan ldewan lpengawas lKPK lberisiko 

lmenimbulkan lpenyalahgunaan lkekuasaan. 

lDia ljuga ltidak lsetuju ldengan ldewan 

lpengawas lyang ldipilih loleh lketua. 

Make lMoral lJudgement l(membuat 

lkeputusan lmoral) 

Pada lterbitan lini ljuga lmenampilkan 

lkomentar ldari lArsul lSani lselaku lKomisi lIII 

lDPR lRI lmengatakan lyang lmenjelaskan 
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lbahwa lmekanisme lrapat lparipurna lDPR lRI 

ltidak ldihitung lberdasarkan ljumlah 

langgotalDPR lyang lhadir, lmelainkan 

lberdasarkan ljumlah ltanda ltangan. lpada 

ldaftar lhadir. lMenurut lArsul, ltidak lmasalah 

ljika lpara lwakil lrakyat lhanya lmenghadiri 

lrapat lsingkat llalu lmeninggalkan lruangan. 

lDalam lrapat lparipurna, ljumlah lwakil lrakyat 

lyang lmenandatangani ldaftar litu lsebanyak 

l289 lorang. lArtinya, ljumlah litu ldianggap 

lkuorum. 

Treatment lRecommendation 

l(menekankan lpenyelesaian) 

Tidak lada lpenekanan lpenyelesaian ldalam 

lterbitan lini. 

 

i. KPK lAjak lMasyarakat lTetap lMengawal lKinerjanya, Edisi18 lseptember l2019 

Pada lterbitan lini, lKompas.com lmenyatakan ldalam lteksnya lbahwa lKPK 

lmengajak lmasyarakat ltetap lmengawal lkinerja lKPK lsetelah ldisahkannya lrevisi 

lUndang-Undang lno l30 ltahun l2019 ltentang lKPK. lTerbitan lini ljuga lmenampilkan 

ljuru lbicara lKPK lyaitu lFebri lDiansyah lyang lmenuturkan lbahwa lKPK lbeterima lkasih 

latas lketerlibatan lmasyarakat ldari lberbagai lkalangan ldalam lmengawal lproses lrevisi 

lUU lKPK lyang ldinilai lmelemahkan llembaga lantirasuah litu. lFebri ljuga lmengatakan 

lkomitmen lpemberantasan lkorupsi ltidak lberhenti lmeski lDPR lterus lmenyetujui lrevisi 

lUU lKPK ltanpa lmempertimbangkan lkehendak lpublik.. lMenurut lfebri, ldisahkannya 

lrevisi lUU lKPK ljustru lmerupakan lmomentum luntuk lsemakin lmemperkuat lperan 

lmasyarakat ldalam lmengawal lpemberantasan lkorupsi. 

Pada lterbitan lini ljuga lmenerangkan lbawha lDPR lRI ltelah lmengesahkan 

lrevisi lUndang-Undang ltentang lKomisi lPemberantasan lKorupsi ldalam lrapat 
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lparipurna lpada lselasa lsiang ltanggal l17 lseptember l2019. lDengan ldemikian, lhanya 

lbutuh lwaktu lsekitar l12 lhari lhingga lakhirnya lUU lKPK lyang lbaru lini ldisahkan 

Tabel 4.11 

Bingkai lPemberitaan lEntman 

Define lProblem l(pendefinisian 

lmasalah) 

KPK lmengajak lmasyarakat ltetap lmengawal 

lkinerja lKPK lsetelah ldisahkannya lrevisi 

lUndang-Undang lno l30 ltahun l2019 ltentang 

lKPK 

Diagnose lCauses l(memperkirakan 

lpenyebab lmasalah) 

Febri ljuga lmengatakan lkomitmen 

lpemberantasan lkorupsi ltidak lberhenti lmeski 

lDPR lterus lmenyetujui lrevisi lUU lKPK ltanpa 

lmempertimbangkan lkehendak lpublik. 

Make lMoral lJudgement l(membuat 

lkeputusan lmoral) 

Menurut lfebri, ldisahkannya lrevisi lUU lKPK 

ljustru lmerupakan lmomentum luntuk 

lsemakin lmemperkuat lperan lmasyarakat 

ldalam lmengawal lpemberantasan lkorupsi. 

Treatment lRecommendation 

l(menekankan lpenyelesaian) 

Tidak lada lpenekanan lpenyelesaian lpada 

lterbitan lini. 

 

j. Setujui lPengesahan lUU lKPK, lTingkat lKepercayaan lJokowi lDiprediksiMenurun, 

Edisi18 lSeptember l2019 

Pada lterbitan lini lKompas.com dalam lteksnya lmenampilkan lkomentar ldari 

lDirektur lEksekutif lCenter lFor lDemocracy l& lGovernance lStudies l(CDGS) 

lUniversitas lParamadina lAhmad lKhoirul lUmam lyang lmenilai lbahwa ltingkat 

lkepercayaan lpublik lterhadap lPresiden lJoko lWidodo lakan lmenurun lkarena 

lpemerintah ldan lDPR lsepakat lmengesahkan lrevisi lUndang-Undang ltentang lKPK. 

lTerbitan lini ljuga lmenampilkan lkomentar ldari lPeneliti lLembaga lSurvey lIndonesia 
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l(LSI) lyang lmenjelaskan lbahwa lberdasarkan lhasil ljajak lpendapat lLSI ldesember l2018 

lbertajuk  l“Survey lNasional lPemberantasan lKorupsi”, ltingkat lkepercayaan 

lpubliklterhadap lkomisi lantikorupsi litu lsangat ltinggi, lyaitu lmencapai l84 lpersen ldari 

l1220 lresponden lsecara lnasional. lNamun, llanjut lKhoirul, ltren lpositif lyang ldimiliki 

lPresiden lJokowi ldiprediksi lakan lmenurun lkarena ltidak lsolid ldalam lupaya 

lpemberantasan lkorupsi. 

Pada lterbitan lini ldalam lteks lberitanya ljuga lmenerangkan lbahwa lDPR lRI l 

lmengesahkan lrevisi lUU lKPK ldalam lrapat lparipurna lSelasa l17 lSeptember l2019. 

lDengan ldemikian, lhanya lbutuh lwaktu lsekitar l12 lhari luntuk lmengesahkan lUU lKPK 

lyang lbaru. 

Tabel 4.12 

Bingkai lPemberitaan lEntman 

Define lProblem l(pendefinisian 

lmasalah) 

Paramadina lAhmad lKhoirul lUmam l lmenilai 

lbahwa ltingkat lkepercayaan lpublik lterhadap 

lPresiden lJoko lWidodo lakan lmenurun 

lkarena lpemerintah ldan lDPR lsepakat 

lmengesahkan lrevisi lUndangUndang 

ltentang lKomisi lPemberantasan lKorupsi 

l(KPK). 

Diagnose lCauses l(memperkirakan 

lpenyebab lmasalah) 

DPR lRI l lmengesahkan lrevisi lUU lKPK 

ldalam lrapat lparipurna lSelasa l17 lSeptember 

l2019. lDengan ldemikian, lhanya lbutuh lwaktu 

lsekitar l12 lhari luntuk lmengesahkan lUU 

lKPK lyang lbaru. 

Make lMoral lJudgement l(membuat 

lkeputusan lmoral) 

Peneliti lLembaga lSurvey lIndonesia l(LSI) 

lyang lmenjelaskan lbahwa lberdasarkan lhasil 

ljajak lpendapat lLSI ldesember l2018 lbertajuk 
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l“Surver lNasional lPemberantasan lKorupsi”, 

ltingkat lkepercayaan lpublik lterhadap 

lkomisilantikorupsi litu lsangat ltinggi, lyaitu 

lmencapai l84 lpersen ldari l1220 lresponden 

lsecara lnasional. lNamun, llanjut lKhoirul, ltren 

lpositif lyang ldimiliki lPresiden lJokowi 

ldiprediksi lakan lmenurun lkarena ltidak lsolid 

ldalam lupaya lpemberantasan lkorupsi. 

Treatment lRecommendation 

l(menekankan lpenyelesaian) 

Tidak lada lpenekanan lpenyelesaian lpada 

lterbitan lini. 

 

k. Revisi lUU lKPK lBerjalan lMulus, lBarter ldengan lPemindahan lIbu lKota, Edisi18 

lSeptember l2019 

Pada lterbitan lini lKompas.com lmenyatakan ldalam lteks lberitanya lbahwa 

lmulusnya lperjalanan lrevisi l lundang-undang l lKPK ldiduga lberkaitan ldengan lniat 

lpemerintah lmemindahkan libu lkota lnegara lke lKalimantan lTimur. lPada lterbitan lini 

lKmpas lmenyoroti lDirektur lEksekutif lLingkar lyaitu lMadaniray lRangkuti l lyang 

lmenilai lbahwa lpresiden lJoko lWidodo lmembutuhkan ldukungan lDPR ldalam 

lmemindahkan libu lkota lhingga lakhirnya lmenyepakati lrevisi lundang-undang 

lKPK.Ray lmenuturkan, lJokowi lsedang ldalam lposisi lsulit lterkait lpemindahan libu 

lkota. lSebab, lwacana litu lcenderung ltidak ldidukung loleh lmayoritas lpublik lapalagi 

lwacana lpemindahan libu lkota ljuga ldinilai lterburu-buru lserta ltidak lberlandaskan 

lkajian lyang lmatang. lOleh lkarena litu, lpemerintah ltentu lbutuh persetujuan lDPR luntuk 

lmenggolkan lwacana litu. LMenurut lRey lRangkuti, l lJokowi lsebetulnya ltidak lperlu 

lsampai lmenuruti lDPR ljika lkeputusan lpemindahan libu lkota lbenar-benar 

lmemperhatikan laspirasi lpublik lserta ldidasari loleh lkajian lyang lmatang. L 
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Diberitakan lsebelumnya, lDPR ltelah lmengesahkan lrevisi lundang-undang 

lKPK llewat lrapat lparipurna lpada lselasa lsiang lkemaren lperjalanan lrevisi lini lberjalan 

lsingkat. lSebab, lDPR lbaru lsaja lmengesahkan lrevisi lundang-undang lKPK 

lsebagailinisiatif lDPR lpada l6 lseptember l2019. lDengan ldemikin, lhanya lbutuh lwaktu 

lsekitar l12 lhari lhingga lakhirnya lundang-undang KPK lyang lbaru lini ldisahkan. 

Tabel 4.13 

Bingkai lPemberitaan lEntman 

Define lProblem l(pendefinisian 

lmasalah) 

mulusnya lperjalanan lrevisi l lundang-undang l 

lKPK ldiduga lberkaitan ldengan lniat 

lpemerintah lmemindahkan libu lkota lnegara 

lke lKalimantan lTimur. 

Diagnose lCauses l(memperkirakan 

lpenyebab lmasalah) 

, lJokowi lsedang ldalam lposisi lsulit lterkait 

lpemindahan libu lkota. lSebab, lwacana litu 

lcenderung ltidak ldidukung loleh lmayoritas 

lpublik lapalagi lwacana lpemindahan libu lkota 

ljuga ldinilai lterburu-buru lserta ltidak 

lberlandaskan lkajian lyang lmatang 

Make lMoral lJudgement l(membuat 

lkeputusan lmoral) 

Menurut lRey lRangkuti, l lJokowi lsebetulnya 

ltidak lperlu lsampai lmenuruti lDPR ljika 

lkeputusan lpemindahan libu lkota lbenar-

benar lmemperhatikan laspirasi lpublik lserta 

ldidasari loleh lkajian lyang lmatang. 

Treatment lRecommendation 

l(menekankan lpenyelesaian) 

Tidak lada lpenekanan lpenyelesaian lpada 

lterbitan lini. 

 

l. UU lKPK lHasil lRevisi lBisa lDibatalkan ldengan lCara lIni, Edisi18 lSeptember l2019 
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Pada lterbitan lini, ldalam lteks lberitanya lKompas.com lmenerangkan lbahwa 

lPengesahan lUU lKPK lyang ldirevisi ldikritik loleh lsebagian lbesar lpimpinan lKPK, l 

lpegawai lKPK, ldan laktivis lantikorupsi, lyang lmenilai lKPK lsecara lkelembagaan lakan 

llemah lsetelah lUU lKPK ldirevisi. lNamun, lKompas lmenjelaskan lpendapat 

lpenelitildari l lPusat lPenelitian lAntikorupsi lUniversitas lGadjah lMada l(Pukat lUGM) 

lZaenur lRohman, lyang lberpendapat lmasih lada lcelah lkosong, lrevisi lUU lKPK. lyang 

lseharusnya lmelemahkan lKPK ldicabut. lSetidaknya lmereka lyang lmenolak revisi lUU 

lKPK lbisa melawan ldengan ldua lcara. lPertama, lmengajukan luji lmateri lke lMahkamah 

lKonstitusi. lMenurut lZaenur, lrevisi lundang-undang lKPK litu llayak luntuk ldiuji lsecara 

lsubstantif loleh lMahkamah lKonstitusi. lPasalnya, lada lsejumlah lundang-undang lyang 

ldinilainya ltidak lsejalan ldengan lUUD l1945. lLebih llanjut, lZaenur lmenemukan 

ladanya lcelah lformal ldalam lrevisi lUU lKPK, ltepatnya lpada lmasa lpembahasan ldi lDPR 

lRI. lMenurutnya, lperumusan lUU lKPK lmelanggar lUndang-Undang lNomor l2 lTahun 

l2011 ltentang lpembentukan lundang-undang. 

Selain luji lmateri ldi lMahkamah lKonstitusi, lsalah lsatu lcara luntuk lmengelak 

ldari lRUU lKPK l ladalah ldengan lmendorong lpresiden luntuk lmembuat lperaturan 

lpemerintah, lbukan lundang-undang lPerppu. lLebih llanjut, lsituasi lpolitik, ltermasuk 

lpendukung lJoko lWidodo, lmendesak lagar lKPK ldirombak. lZaenur lmenambahkan, 

lkelompok lmasyarakat lsipil ltampaknya ltidak lmengharapkan presiden lmengesahkan 

lPerppu. lOleh lkarena litu, lsalah lsatu lcaranya ladalah ldengan lmengajukan lversi lkasasi 

lke lMahkamah lKonstitusi. 

Pada lteks lberita lini, lKompas.com ljuga lmenerangkan lbahwa lDPR ltelah 

lmengesahkan lrevisi lundang-undang lKPK llewat lrapat lparipurna lpada lselasa lsiang 

lkemaren lperjalanan lrevisi lini lberjalan lsingkat. lSebab, lDPR lbaru lsaja lmengesahkan 

lrevisi lundang-undang lKPK lsebagai linisiatif DPR lpada l6 lseptember l2019. lDengan 

ldemikin, lhanya lbutuh lwaktu lsekitar l12 lhari lhingga lakhirnya Revisi UU KPK lyang 

lbaru lini ldisahkan. 

Tabel 4.14 
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Bingkai lPemberitaan lEntman 

Define lProblem l(pendefinisian 

lmasalah) 

Kompas lmenjelaskan, lpengesahan lRUU 

lKPK ldikritik loleh lsebagian lbesar lpimpinan 

lKPK, l lpegawai lKPK, ldan 

laktivislantikorupsi, lyang lmenilai lKPK lakan 

llemah lsecara lkelembagaan l lsetelah 

lmelihatnya, lpertimbangkan lUU lKPK. 

Diagnose lCauses l(memperkirakan 

lpenyebab lmasalah) 

ada lpasal-pasal lyang ldinilainya ltidak lsejalan 

ldengan lUUD l1945. lSelain litu, lZaenur 

lmelihat lada lkekurangan lteknis ldalam lrevisi 

lUU lKPK, ltepatnya lpada lmasa lpembahasan 

ldi lDPR lRI. lMenurutnya, lperumusan lUU 

lKPK lmelanggar lUndang-Undang lNomor l2 

lTahun l2011 ltentang lpembentukan lundang-

undang. 

Make lMoral lJudgement l(membuat 

lkeputusan lmoral) 

Selain luji lmateri ldi lMahkamah lKonstitusi, 

lsalah lsatu lcara luntuk lmengelak ldari lRUU 

lKPK l ladalah ldengan lmendorong lpresiden 

luntuk lmembuat lperaturan lpemerintah, 

lbukan lundang-undang lPerppu. lLebih llanjut, 

lsituasi lpolitik, ltermasuk lpendukung lJoko 

lWidodo, lmendesak lagar lKPK ldirombak. 

lZaenur lmenambahkan, lkelompok 

lmasyarakat lsipil ltampaknya ltidak 

lmengharapkan lpresiden lmengesahkan 

lPerppu. lOleh lkarena litu, lsalah lsatu lcaranya 

ladalah ldengan lmengajukan lversi lkasasi lke 
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lMahkamah lKonstitusi. 

Treatment lRecommendation 

l(menekankan lpenyelesaian) 

Tidak lada lpenekanan lpenyelesaian lpada 

lterbitan lini. 

 

m. Revisi lUU lKPK lDisahkan, lKPK lTetap lBerupaya lTemui lPresiden, Edisi18 

lSeptember l2019 

Pada lterbitan lini, lKompas.com ldalam lteks lberitanya lmenerangkan lbahwa 

lpimpinan lKPK ltetap lberupaya lmenemui lPresiden lJoko lWidodo lselepas ldisahkannya 

lRUU lKPK. lPara lpimpinan lKPK lmasih lberharap lmukjizat lyang lmembuat lJokowi 

lmenolak lRUU lKPK ldan lmengeluarkan lperaturan lpemerintah lpengganti lundang-

undang. lWalau ldemikian, lAlexander lMarwata lselaku lwakil lketua lKPK lmengatakan, 

lpimpinan lKPK ltetap lmenghormati lkeputusan lDPR lyang ltelah lmengesahkan lRUU 

lKPK. lUntuk lmengantisipasi lpemberlakuan lUU ltersebut, lKPK lpun ltelah lmembentuk 

ltim ltransisi. 

Pada lteks lberita lini, lKompas.com ljuga lmenerangkan lbahwa lDPR ltelah 

lmengesahkan lrevisi lundang-undang lKPK llewat lrapat lparipurna lpada lselasa lsiang 

lkemaren lperjalanan lrevisi lini lberjalan lsingkat. lSebab, lDPR lbaru lsaja lmengesahkan 

lrevisi lundang-undang lKPK lsebagai linisiatif lDPR lpada l6 lseptember l2019. lDengan 

ldemikin, lhanya lbutuh lwaktu lsekitar l12 lhari lhingga lakhirnya lundang-undangKPK 

lyang lbaru lini ldisahkan. 

Tabel 4.15 

Bingkai lPemberitaan lEntman 

Define lProblem l(pendefinisian 

lmasalah) 

pimpinan lKPK ltetap lberupaya lmenemui 

lPresiden lJoko lWidodo lselepas ldisahkannya 

lRUU lKPK. lPara lpimpinan lKPK lmasih 

lberharap lmukjizat lyang lmembuat lJokowi 

lmenolak lRUU lKPK ldan lmengeluarkan 



 

59 
 

lperaturan lpemerintah lpengganti lundang-

undang. 

Diagnose lCauses l(memperkirakan 

lpenyebab lmasalah) 

Pada lteks lberita lini,Kompas.com ljuga 

lmenerangkan lbahwa lDPR 

ltelahlmengesahkan lrevisi lundang-undang 

lKPK llewat lrapat lparipurna lpada lselasa 

lsiang lkemaren lperjalanan lrevisi lini lberjalan 

lsingkat. lSebab, lDPR lbaru lsaja 

lmengesahkan lrevisi lundang-undang lKPK 

lsebagai linisiatif lDPR lpada l6 lseptember 

l2019. lDengan ldemikin, lhanya lbutuh lwaktu 

lsekitar l12 lhari lhingga lakhirnya lundang-

undangKPK lyang lbaru lini ldisahkan. 

Make lMoral lJudgement l(membuat 

lkeputusan lmoral) 

Alexander lMarwata lselaku lwakil lketua 

lKPK lmengatakan, lpimpinan lKPK ltetap 

lmenghormati lkeputusan lDPR lyang ltelah 

lmengesahkan lRUU lKPK. lUntuk 

lmengantisipasi lpemberlakuan lUU ltersebut, 

lKPK lpun ltelah lmembentuk ltim ltransisi. 

Treatment lRecommendation 

l(menekankan lpenyelesaian) 

Tidak lada lpenekanan lpenyelesaian lpada 

lterbitan lini. 

 

n. lJokowi lDitantang lKeluarkan lPerppu Mengoreksi lRevisi lUU lKPK lSepertiSBY, 

Edisi19 lSeptember l2019 

Pada lterbitan lini lKompas.com lmenerangkan lbahwa lPeneliti lKode lInisiatof 

lViolla lReininda lmenantang lPresiden lJoko lWidodo lmengeluarkan lperaturan 

lpemerintah lpengganti lUndang-Undang luntuk lmerasakan lemosi lpublik lyang 

lmenentang lrevisi lUndang-Undang lNomor l30 lTahun l2002 ltentang lKPK. lViollla juga 
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lmenerangkan lbahwa lperppu ljuga lpernah ldikeluarkan loleh lPresiden lSusilo lBambang 

lYudhoyono lpada ltahun l2009, lyakni lPerppu lNomor l4 lTahun l2009 ltentang lperubahan 

lats lUU lNomor l30 lTahun l2002 ltentang lKPK. lNamun, lkata lViolla,  lkemungkinan 

lJokowi lakan lmengeluarkan lperppu ltersebut ljuga lsangat lkecil. lPadahal, 

lperppuladalah lsalah lsatu lopsi lyang ldapat ldilakukan lJokowi lapabila lia lingin 

lmendengar laspirasi lmasyarakat. 

 lPada lterbitan lini lKompas.com ldalam lteks lberitanya ljuga lmenerangkan 

lbahwa lDPR ltelah lmengesahkan lrevisi lUU lKPK lyang ltelah ldisetujui lpresiden lpada 

lselasa ltanggal l17 lseptember l2019. lKemudian, ldampak ldari lpengesahan ltersebut, 

lKPK lpun ldisebut-sebut ltelah lmati lkarena lkewenangan ldalam lmelakukan 

lpemberantasan lkorupsi lbanyak ldipangkas. lBeberapa lpoint lyang ltelah ldisepakati 

lantara lpemerintah ldan lDPR luntuk ldirevisi lantara llain ladalah lsoal lkedudukan lKPK 

lsebagai llembaga lpenegak lhukum ldari lpihak leksekutif ltetapi ldalam lpelaksanaan 

lkewenangan ldan ltugasnya ltetap lindependen. lKemudian, lmengenai lpembentukan 

ldewan lpengawas, lpelaksanaan lpenyadapan, lmekanisme lpenghentian lpenyidikan, 

ldan latau lpenuntutan latas lkasus lkorupsi lyang lditangani lKPK. 

Hal llain lterkait lkoordinasi lkelembagaan lKPK ldengan llembaga lpenegak 

lhukum lyang lada lsesuai lhukum lacara lpidana, lkepolisian, lkejaksaan ldan lkementrian 

latau llembaga llainnya. lMekanisme lpenggeledahan ldan lpenyitaan, lserta lsistem 

lkepegawain lKPK. 

Tabel 4.16 

Bingkai lPemberitaan lEntman 

Define lProblem l(pendefinisian 

lmasalah) 

Peneliti lKode lInisiatof lViolla lReininda 

lmenantang lPresiden lJoko lWidodo 

lmengeluarkan lperaturan lpemerintah 

lpengganti lUndang-Undang luntuk 

lmerasakan lemosi lpublik lyang lmenentang 

lrevisi lUndang-Undang lNomor l30 lTahun 
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l2002 ltentang lKPK. 

Diagnose lCauses l(memperkirakan 

lpenyebab lmasalah) 

Viollla ljuga lmenerangkan lbahwa lperppu 

ljuga lpernah ldikeluarkan loleh lPresiden 

lSusilo lBambang lYudhoyono lpada 

ltahunl2009, lyakni lPerppu lNomor l4 lTahun 

l2009 ltentang lperubahan lats lUU lNomor l30 

lTahun l2002 ltentang lKPK. lNamun, lkata 

lViolla, lkemungkinan lJokowi lakan 

lmengeluarkan lperppu ltersebut ljuga lsangat 

lkecil. lPadahal, lperppu ladalah lsalah lsatu 

lopsi lyang ldapat ldilakukan lJokowi lapabila lia 

lingin lmendengar laspirasi lmasyarakat. 

Make lMoral lJudgement l(membuat 

lkeputusan lmoral) 

DPR ltelah lmengesahkan lrevisi lUU lKPK 

lyang ltelah ldisetujui lpresiden lpada lselasa 

ltanggal l17 lseptember l2019. lKemudian, 

ldampak ldari lpengesahan ltersebut, lKPK lpun 

ldisebut-sebut ltelah lmati lkarena 

lkewenangan ldalam lmelakukan 

lpemberantasan lkorupsi lbanyak ldipangkas. 

lBeberapa lpoint lyang ltelah ldisepakati lantara 

lpemerintah ldan lDPR luntuk ldirevisi lantara 

llain ladalah lsoal lkedudukan lKPK lsebagai 

llembaga lpenegak lhukum ldari lpihak 

leksekutif ltetapi ldalam lpelaksanaan 

lkewenangan ldan ltugasnya ltetap 

lindependen. lKemudian, lmengenai 

lpembentukan ldewan lpengawas, 
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lpelaksanaan lpenyadapan, lmekanisme 

lpenghentian lpenyidikan, ldan latau 

lpenuntutan latas lkasus lkorupsi lyang 

lditangani lKPK. 

Treatment lRecommendation 

l(menekankan lpenyelesaian) 

Tidak lada lpenekanan lpenyelesaian lpada 

lterbitan lini. 

 

o. Sahkan lRevisi lUU lKPK, lDPR ldan lPemerintah lDinilai lPecahkan lRekorMuri, 

Edisil19 lSeptember l2019 

Padalterbitanlini 

lKompas.comldalamltekslberitanyalmenerangkanlbahwalcepatnyalkerjalDPRldanlpeme

rintahldalamlmenyepakatilrevisilUndang-UndanglNomor l30lTahun 

l2002ltentanglKPKldinilailpatutlmendapatlpenghargaanldarilmuseumlRekorlIndonesia 

l(Muri). 

lKompas.comljugalmenambahkanldalamlteklberitanyalbahwalhalltersebutljugaldisampa

ikanlolehlDosenlFakultaslHukumlUniversitaslAndalaslCharleslSimaburaldalamldiskusil

KodelInisiatifldilkawasanlTebet,lJakartalSelatan,lRabu l18lSeptember 

l2019.lPembahasanlhinggalpengesahanlrevisilUUlKPKldinilailsangatlcepatlkarenalhany

alberjalanltakllebihldari 

l10lhari.lPengauanlinisiatiflDPRluntuklmerevisilUUltersebutldilakukanlpada 

l5lseptember l2019lmelaluilsidinglparipurna.lTak 

llamalsetelahlitu,lPresidenlJokolWidodolmengirimkanlsuratlpresiden 

l(supres)lsebagailpersetujuanlataslrevisilUUltersebutlpada l11lseptember l2019. 

Kemudian,lsetelahlpembahasanlsecepatlkilat,lpada l17lseptember 

l2019lrevisilUUltersebutlpunlsecaralresmildisahkan.lDalamltekslberita 

lKompas.com.lCharleslmengusulkanlpaklJayalSupranal(pendirilMuri)luntuklmemberik

anlrekorlMurilkepadalDPRldanlpemerintahlsebagailpembahasanlUUltercepatlsepanjang

lsejarahllegislasildilIndonesia. 
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Tabel 4.17 

Bingkai lPemberitaan lEntman 

Defin

e 

lProbl

em 

l(pend

efinisi

an 

lmasal

ah) 

cepatnya lkerja lDPR ldan lpemerintah ldalam lmenyepakati lrevisi lUndang-

Undang lNomor l30 lTahun l2002 ltentang lKPK ldinilai lpatutlmendapat 

lpenghargaan ldari lmuseum lRekor lIndonesia l(Muri). 

Diagn

ose 

lCause

s 

l(mem

perkir

akan 

lpenye

bab 

lmasal

ah) 

Pembahasan lhingga lpengesahan lrevisi lUU lKPK ldinilai lsangat lcepat 

lkarena lhanya lberjalan ltak llebih ldari l10 lhari. lPengauan linisiatif lDPR luntuk 

lmerevisi lUU ltersebut ldilakukan lpada l5 lseptember l2019 lmelalui lsiding 

lparipurna. lTak llama lsetelah litu, lPresiden lJoko lWidodo lmengirimkan lsurat 

lpresiden l(supres) lsebagai lpersetujuan latas lrevisi lUU ltersebut lpada l11 

lseptember l2019. 

Make 

lMoral 

lJudge

ment 

l(mem

 Kemudian,lsetelahlpembahasanlsecepatlkilat,lpada l17lseptember 

l2019lrevisilUUltersebutlpunlsecaralresmildisahkan.lDalamltekslberita 

lKompas.com.lCharleslmengusulkanlpaklJayalSupranal(pendirilMuri)luntukl

memberikanlrekorlMurilkepadalDPRldanlpemerintahlsebagailpembahasanl

UUltercepatlsepanjanglsejarahllegislasildilIndonesia. 
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buat 

lkeput

usan 

lmoral

) 

Treat

ment 

lReco

mmen

dation 

l(mene

kanka

n 

lpenye

lesaia

n) 

Tidakladalpenyelesaianlpadalterbitanlini. 

p. Pengamat: lRevisi lUU lKPK lHingga lUU lPemasyarakatan lJadi lPaket lyangDinanti 

lKoruptor, Edisil20 lseptember l2019 

Selain litu, lkomentar lterhadap lRUU lKPK ljuga ldilontarkan loleh lPakar lhukum 

ltata lnegara lyang ljuga ldirektur lPusat lStudi lKonstitusi l(PuSaKo) lfakultas lhukum 

luniversitas landalas lyaitu lFeri lAmsari lyang ldinyatakan ldalam lberita 

lonlinelKompas.comyang lterbit lpada ltanggal l20 lSeptember l2019 ldengan ljudul lberita 

l“Pengamat: lRevisi lUU lKPK lhingga lUU lPemasyarakatan lJadi lPaket lyang lDinanti 

lKoruptor”. lDalam lberitanya, lKompas.com lmenyatakan lbahwa lFeri lAmsari 

lmengatakan lrevisi lsejumlah lundang-undang lyang ldikebut lDPR lbersama lPemerintah 

lbeberapa lwaktu lbelakangan lmerupakan lcara leksekutif ldan llegislatif lmemuluskan 

ljalan lkoruptor. lRancangan lundang-undang lyang ldimaksud lantara llain lundang-
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undang lnomor l30 ltahun l2002 ltentang lKomisi lPemberantasan lKorupsi l(KPK), 

lundang-undang lnomor l12 ltahun l1995 ltentang lPemasyarakatan, lhingga lRancangan 

lKitab lUndang-Undang lHukum lPidana l(RKUHP). 

Pada lterbitan lini, lKompas.com lmenyatakan ldalam lteks lberitanya lbahwa lFeri 

lAmsari lmengatakan l“saya lyakin, lkalau lpaket lundang-undang lini lsemua ljebol, ltentu 

lsaja lrezim lberubah lbentuk, lmenjadi llebih lpro-koruptor, ldan ltidak lmemihak lpublik”. 

lDalam lberita lteks lmedia ltersebu, lFeri lAmsari ljuga lmenyebutkan, lperubahan laturan 

ldalam lundang-undang lKPK ldan lRUKHP lakan lmemperkuat ltindak lpidana lkorupsi 

lsekaligus lmelemahkan lpemberantasannya. lMisalnya lsaja ldalam lRUU lyang lbaru 

ldisahkan lpada lrapat lparipurna ltanggal l17 lseptember l2019 lada lketentuan 

lpembentukan ldewan lpengawas lyang lsalah lsatu ltugasnya lmemberi lizin lpenyidikan 

lkepada lKPK. l 

pada lterbitan lini, lFeri lAmsari lmengatakan lbahwa lUU lKPK l lhasil lrevisi 

ltersebut lmemberikan lkewenangan lkepada lKPK lmenghentikan lpenyidikan l(SP3) 

lapabila lpenyidikan ltidak lselesai ldalam l2 ltahun. lSementara litu, ldi ldalam lRUU 

lpermasyarakatan lsalah lsatu lpointnya lmenyebutkan ltentang lpemberian lpembebasan 

lbersyarat lterhadap lnarapidana lkasus lkejahatan lluar lbiasa, lsalah lsatunya lkorupsi. 

lSehingga, lRUU ltersebut lmenghilangkan lketentuan lbagi laparat, lpenegak lhukum, 

lyakni lKPK, lmemberikan lrekomendasi lbagi lnapi lkoruptor lyang lmengajukan lhak 

lremisi lhingga lpembebasan lbersyarat. 

Pada lterbitan lini ljuga, lFeri lAmsari lmengatakan lbahwa ldalam lpasal l12 layat 

l(2) lUU lpermasyarakatan lsebelum ldirevisi, lketentuan lmengenai lsyarat-syarat ldanltata 

lcara lpelaksanaan lhak-hak lnarapidana ldiatur llebih llanjut ldengan lperaturan 

lpemerintah. lMenurut lferi, lRUU ltersebut lmenjadi l"paket" lyang lsudah llama 

ldinantikan lpara lkoruptor. lFeri lmengatakan l“Bahwa lini lpaket lyang lditunggu-tunggu 

lpara lkoruptor lkarena lsemuanya ltersusun lrapi, ldari lyang lmau lkoruptor, lsedang 

lberjalan lkasusnya, lyang lsudah lkoruptor, lterus lsemuanya lmendapatkan lpaket lyang 

lmenguntungkan. lKarena litu lkerja-kerja lyang ljelas lsekali larahnya lke lmana, ldan lpasti 
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lyang lmenikmati ladalah lkoruptor, lbukan lpublik," lkata lFeri llagi ldi ldalam lterbitan lteks 

lmedia lonline lKompas.com lyang lterbit lpada ltanggal l20 lSeptember ltahun l2019 

ltersebut. 

Tabel l4.18 

Bingkai lPemberitaan lEntman 

Define lProblem l(pendefinisian 

lmasalah) 

Feri lAmsari lmengatakan lrevisi lsejumlah 

lundang-undang lyang ldikebut lDPR lbersama 

lPemerintah lbeberapa lwaktu lbelakangan 

lmerupakan lcara leksekutif ldan llegislatif 

lmemuluskan ljalan lkoruptor. lRancangan 

lundang-undang lyang ldimaksud lantara llain 

lundang-undang lnomor l30 ltahun l2002 

ltentang lKomisi lPemberantasan lKorupsi 

l(KPK), lundang-undang lnomor l12 ltahun 

l1995 ltentang lPemasyarakatan, lhingga 

lRancangan lKitab lUndang-Undang lHukum 

lPidana l(RKUHP). 

Diagnose lCauses l(memperkirakan 

lpenyebab lmasalah) 

Feri lAmsari lmengatakan lbahwa lUU lKPK l 

lhasil lrevisi ltersebut lmemberikan 

lkewenangan lkepada lKPK lmenghentikan 

lpenyidikan l(SP3) lapabila lpenyidikan ltidak 

lselesai ldalam l2 ltahun. lSementara litu, 

ldildalam lRUU lpermasyarakatan lsalah lsatu 

lpointnya lmenyebutkan ltentang lpemberian 

lpembebasan lbersyarat lterhadap lnarapidana 

lkasus lkejahatan lluar lbiasa, lsalah lsatunya 

lkorupsi. lSehingga, lRUU ltersebut 

lmenghilangkan lketentuan lbagi laparat, 
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lpenegak lhukum, lyakni lKPK, lmemberikan 

lrekomendasi lbagi lnapi lkoruptor lyang 

lmengajukan lhak lremisi lhingga lpembebasan 

lbersyarat. 

Make lMoral lJudgement l(membuat 

lkeputusan lmoral) 

Feri lAmsari lmengatakan lbahwa ldalam lpasal 

l12 layat l(2) lUU lpermasyarakatan lsebelum 

ldirevisi, lketentuan lmengenai lsyarat-syarat 

ldan ltata lcara lpelaksanaan lhak-hak 

lnarapidana ldiatur llebih llanjut ldengan 

lperaturan lpemerintah. lMenurut lferi, lRUU 

ltersebut lmenjadi l"paket" lyang lsudah llama 

ldinantikan lpara lkoruptor. l 

Treatment lRecommendation 

l(menekankan lpenyelesaian) 

Feri lmengatakan l“Bahwa lini lpaket lyang 

lditunggu-tunggu lpara lkoruptor lkarena 

lsemuanya ltersusun lrapi, ldari lyang lmau 

lkoruptor, lsedang lberjalan lkasusnya, lyang 

lsudah lkoruptor, lterus lsemuanya 

lmendapatkan lpaket lyang lmenguntungkan. 

lKarena litu lkerja-kerja lyang ljelas lsekali 

larahnya lke lmana, ldan lpasti lyang lmenikmati 

ladalah lkoruptor, lbukan lpublik," lkata 

lFerillagi ldi ldalam lterbitan lteks lmedia lonline 

lKompas.com 

 

3. Revisi UU KPK dalamKonstruksiTempo.co 

Revisi lUndang-Undang lKPK lyang ldisahkan loleh lDewan lPerwakilan lRakyat 

l(DPR) lmelalui lsidang latau lrapat lparipurna lmenjadi lpemberitaan lutama lmedia. 

lPengesahan lrevisi lUU lKPK ltidak lhanya lmenjadi lpemberitaan lmedia, ltetapi ljuga 
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lmenimbulkan lreaksi lpenentangan loleh lpara lmahasiswa ldan lunsur lmasyarakat lluas 

llainnya lmelalui laksi ldemontrasi lberskala lbesar ldan lmasif ldi lsejumlah ldaerah. l 

Tempo.co, lsalah lsatu lmedia lberita lonline ldi lIndonesia, lmerupakan lsalah lsatu 

lmedia lyang lmemberitakan lRUU lKPK. lDari ltindak llanjut lpeneliti, lterdapat l6 lartikel 

lyang ldimuat ldi lNasionl.Tempo.co lterkait lRUU lKPK lpada l17-20 l lSeptember l2019. 

Tabel 4.2 

Berita lyang  lditelitidarisumberberitaTempo.co 

No Judul Tanggal Sumber 

1. Tok l! lrevisi lUU lKPK 

ldisahkan lDPR 

Selasa, 

17 lSeptember l2019, 

13:07 lWIB 

https://nasional.tempo.co/re

ad/1248836/tok-revisi-uu-

kpk-disahkan-dpr 

2. Revisi lUU lKPK 

ldicurigai lmenyasar 

lNovel lBaswedan 

Selasa 

17 lSeptember l2019, 

17:15 lWIB 

https://nasional.tempo.co/re

ad/1248948/revisi-uu-kpk-

dicurigai-menyasar-novel-

baswedan 

3. Tempo ldan lAnita 

lWahid ldiserang lrobot 

lsiber lpro lrevisi lUU 

lKPK 

Selasa 

19 lSeptember l2019, 

08:28 lWIB 

https://nasional.tempo.co/re

ad/1249639/tempo-dan-

anita-wahid-diserang-robot-

siber-pro-revisi-uu-kpk 

4. Mahasiswa lkecolongan 

lsaat lDPR l– lPemerintah 

lteken lrevisi lUU lKPK 

Selasa 

20 lSeptember l2019, 

15:47 lWIB 

https://nasional.tempo.co/re

ad/1250273/mahasiswa-

kecolongan-saat-dpr-

pemerintah-teken-revisi-uu-

kpk 

5. Imparsial l: lrevisi lUU 

lKPK lyang ldisahkan 

lDPR lcacat lformil 

Selasa, 

20 lSeptember l2019 

10:46 lWIB 

https://nasional.tempo.co/re

ad/1250141/imparsial-

revisi-uu-kpk-yang-

disahkan-dpr-cacat-formil 

6. Pasal-pasal lrevisi lUU 

lKPK lyang lpotensial 

llemahkan lKPK 

Rabu 

18 lSeptember l2019, 

06:02 lWIB 

https://nasional.tempo.co/re

ad/1249932/pasal-pasal-

revisi-uu-kpk-yang-

potensial-lemahkan-kpk 

 

 Untukmenganalisisisiteksberitadarisetiapjudulpemberitaantersebut, maka peneliti 

menggunakan metodeanalisis framing model Robert N Entman, dimana model 
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tersebut menggambarkan proses seleksi dan menyoroti beberapa aspek  

realitassertamenempatkan informasi dalam konteks yang unik sehingga beberapa isu 

lebih terdistribusi daripada yang lain. Skema framing Robert N EntmanyaituDefine 

problem, adalah elemen pertama yang  dapat dilihat sebagai framing.Elemen ini 

adalah badan utama atau keyframe. Fokus pada  peristiwa yang dipahami dengan baik 

oleh wartawan.Diagnoses couses, merupakan elemen framing yang digunakanuntuk 

membingkai siapa (who), namun dapat juga berarti apa (What). Tentu saja, bagaimana 

suatu peristiwa dipahami juga berkaitan dengan apa dan siapa yang menjadi sumber 

masalahnya.Make moral judgment, adalah elemen pembingkaian yang digunakan 

untuk membenarkan atau memberikan argumen untuk suatu definisi, ketika penyebab 

masalah telah diidentifikasi, diperlukan argumen yang kuat untuk mendukung 

pendapat tersebut.Treatment recommendation, elemen ini  untuk menilai apa yang 

diinginkan reporter untuk memecahkan suatu masalah, solusi ini tergantung pada 

bagaimana peristiwa itu dipahami, siapa penyebab dan akibatnya, dan bagaimana 

argumen dibuat. 

a. Tok !Revisi UU KPK Disahkan DPR, Edisi l17 lSeptember l2019 

Pada lterbitan lini, lNasional.Tempo.co lmenyatakan ldalam lteksnya lbahwa 

lRUU lKPK lresmi ldisahkan lmenjadi lUndang-Undang ldalam lrapat lparipurna lke-9 

lDPR lpada lselasa lsiang ltanggan l17 lseptember l2019. lUndang-Undang lini ltetap 

ldisahkan lkendati lmenuai lkontroversi ldi lpublik lkarena lpengesahan lini ltidak 

lmenunggu lpertemuan lPresiden lJoko lWidodo ldengan lPimpinan lKPK. lPada lberita 

liniljuga lmenampilkan lkomentar ldari lSupratman lAndi lAtgas lselaku lketua lBadan 

lLegislatif l(Baleg) lyang lmengatakan lbahwa lKomunikasi lKPK ldengan lJokowi lbisa 

ldilakukan lbukan ldi lwaktu lyang lterdesak lpada lsaat ltersebut. l 

Pada lteks lberita lini, lFahri lHamzah ljuga lberpendapat lbahwa llembaga 

llegislatif lburu-buru lmengesahkan lrevisi lUU lKPK lkarena lmengejar lmasa ljabatan 

lDPR lyang lakan lberakhir l30 lseptember l2019. lFahri lmelanjutkan,  ljika lnanti lpara 
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lpihak lkeberatan ldengan lbeberapa lpoin ldalam lRUU lKPK, lDPR lakan lmengundang 

lmereka luntuk lmengajukan luji lmateri lke lMahkamah lKonstitusi l(MK). 

Tabel 4.19 

Bingkai lPemberitaan lEntman 

Define lProblem l(pendefinisian 

lmasalah) 

RUU lKPK lresmi ldisahkan lpada lrapat 

lparipurna lke-9 lDPR lpada lSelasa lsiang, l17 

lSeptember l2019. 

Diagnose lCauses l(memperkirakan 

lpenyebab lmasalah) 

Undang-Undang lini ltetap ldisahkan lkendati 

lmenuai lkontroversi ldi lpublik lkarena 

lpengesahan lini ltidak lmenunggu lpertemuan 

lPresiden lJoko lWidodo ldengan lPimpinan 

lKPK 

Make lMoral lJudgement l(membuat 

lkeputusan lmoral) 

Supratman lAndi lAtgas lselaku lketua lBadan 

lLegislatif l(Baleg) lyang lmengatakan lbahwa 

lKomunikasi lKPK ldengan lJokowi lbisa 

ldilakukan lbukan ldi lwaktu lyang lterdesak 

lpada lsaat ltersebut. lFahri lHamzah ljuga 

lberpendapat lbahwa llembaga llegislatif lburu-

buru lmengesahkan lrevisi lUU lKPK lkarena 

lmengejar lmasa ljabatan lDPR lyang lakan 

lberakhir l30 lseptember l2019 

Treatment lRecommendation 

l(menekankan lpenyelesaian) 

Fahri lmelanjutkan, ljika lnanti lpara lpihak 

lkeberatan ldengan lbeberapa lpoin ldalam 

lRUU lKPK, lDPR lakan lmengundang lmereka 

luntuk lmengajukan luji lmateri lke lMahkamah 

lKonstitusi l(MK). 

 

b. Revisi lUU lKPK lDicurigai lMenyasar lNovel lBaswedan, Edisi l17 lSeptember l2019 
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Pada lterbitan lini, lNasional.Tempo.co lmenyatakan ldalam lteksnya lbahwa 

lRUU lKPK lresmi ldisahkan lmenjadi lUndang-Undang ldalam lrapat lparipurna lke-9 

lDPR lpada lselasa lsiang ltanggan l17 lseptember l2019. lSejumlah lpasal lperubahan lyang 

lada ldi lUU lKPK lini ldianggap lberpotensi lmelemahkan llembaga lantirasuah, ldi 

lantaranya lsoal lkeberadaan ldewan lpengawas, lhingga lkewenangan lKPK lmenerbitkan 

lSurat lPemberitahuan lPenghentian lPenyidikan l(SP3). lTak lCuma lmelemahkan lKPK 

lsecara lkelembagaan, lIndonesian lCorruption lWatchmenganggap lsatu lpasal ldalam 

lrevisi litu ljuga lmenyasar lke lpenyidik lsenior lKPK lNovel lBaswedan, lyakni lpasal l45A. 

lPasal ltersebut lmengatur lmengenai lsyarat luntuk lmenjadi lpenyidik lKPK. lDalam lpasal 

l45 lA, lAyat l1, lhuruf lc, ldisebutkan lbahwa luntuk lmenjadi lpenyidik lKPK, lseseorang 

lharus lsehat ljasmani ldan lrohani lyang ldibuktikan ldengan lsurat lketerangan ldokter. 

 lPada lteks lberita lini, lmenyatakan lbahwa lKesehatan lNovel lterganggu l ldua 

ltahun llalu, ldua lorang ltak ldikenal lmenyiramkan lair l lke lwajahnya, lmerusak lmata 

lmantan lpolisi litu. lTim lgabungan lyang ldibentuk lPolri lpada lJanuari l2019 llalu, 

lbukannya lmencari lpelaku lpenyiraman, l lmalah lmenuding lNovel lmenggunakan 

lkekuatan lberlebihan. lDalam lteks lberita lini, lmenjelaskan lbahwa lTim lgabungan 

lmerekomendasikan lpolisi lmembentuk ltim lteknis luntuk lmelakukan lpenyelidikan 

llebih llanjut. lDibentuk lpada lagustus l2019, lPresiden lJoko lWidodo lmemerintahkan 

ltim lini lbekerja lselama l3 lbulan. lHingga lsaat lini lbelum ldiketahui lperkembangan 

lpenyelidikan lkasus ltersebut. 

Kemudian lpada lteks lberita lini ljuga lmenampilkan lWana lyang lberpendapat 

lbahwa lmunculnya laturan lmengenai lkondisi lNovel ltersebut lmencurigakan. lSebab, 

lselama litu lKPK ltak lpernah lmengangkat lpenyidik ldengan lkekurangan lfisik lyang 

lbesar. lLuka lyang ldialami lNovel, lkata ldia, lterjadi lsetelah lbertahun-tahun lNovel 

lbekerja ldi lKPK. lTerbitan lini ljuga lmenjelaskan lbahwa lAktivis lantikorupsi lprihatin 

ldengan lrevisi lundang-undang lKPK lyang ltak lterbendung, ldan lbanyak lfaktor, l ldari lelit 

lpresiden lhingga lkongres, ltelah lmemberikan lkebebasan lkepada lJokowi luntuk 

lmenjinakkan lKPK. 
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Tabel 4.20 

Bingkai lPemberitaan lEntman 

Define lProblem l(pendefinisian 

lmasalah) 

Pada lterbitan lini, lNasional.Tempo.co 

lmenyatakan ldalam lteksnya lbahwa lRUU 

lKPK lresmi ldisahkan lmenjadi lundang-

undang ldalam lrapat lparipurna lke-9 lDPR 

lpada lSelasa lsiang, l17 lSeptember l2019. 

lBeberapa lRUU lKPK ldinilai lberpotensi 

lmelemahkan llembaga lantikorupsi, 

ltermasuk lsoal lkeberadaan lKPK. ldewan 

lpengawas, lbagi lKPK lyang lberwenang 

lmenerbitkan lSurat lPemberitahuan 

lPenutupan l(SP3). 

Diagnose lCauses l(memperkirakan 

lpenyebab lmasalah) 

Tak lhanya lmelemahkan lkelembagaan lKPK, 

lIndonesian lCorruption lWatch lmenyebut 

lpasal ldalam lpeninjauan ltersebut ljuga 

lmenyasar l lpenyidik lutama lKPK, lBaswedan 

lNovel, lkhususnya lPasal l45A. lPasal ltersebut 

lmengatur lpersyaratan luntuk lmenjadi 

lpenyidik lKPK. lDalam lPasal l45 lA layat 

l1lhuruf lc ldisebutkan lbahwa luntuk lmenjadi 

lpenyidik lKPK lseseorang lharus ldalam 

lkeadaan lsehat ljasmani ldan lrohani lyang 

ldibuktikan ldengan lsurat lketerangan ldokter. 

Make lMoral lJudgement l(membuat 

lkeputusan lmoral) 

Kesehatan lNovel lterganggu l ldua ltahun llalu, 

ldua lorang ltak ldikenal lmenyiramkan lair l lke 

lwajahnya, lmerusak lmata lmantan lpolisi litu. 
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lTim lgabungan lyang ldibentuk lPolri lpada 

lJanuari l2019 llalu, lbukannya lmencari lpelaku 

lpenyiraman, l lmalah lmenuding lNovel 

lmenggunakan lkekuatan lberlebihan. 

Treatment lRecommendation 

l(menekankan lpenyelesaian) 

Tidak lada lpenekanan lpenyelesaian lpada 

lterbitan lini. 

 

c. Tempo ldan lAnita lWahid ldiserang lrobot lsiber lpro lrevisi lUU lKPK, Edisi l19 

lSeptember l2019 

Pada lterbitan lini lmenyatakan ldalam lteksnya lbahwa lhasil lpenelitian lDrone 

lEmprit lmencatat ltagar l#TempoKacungKPK ldicuitkan lsebanyak l5,190 lkali loleh 

lrobot lpasukan lsiber lpro lrevisi lUU lKPK lyang lkerap lmenyerang lkomisi 

lpemberantasan lkorupsi lmedia lsosial. lSama lhalnya ldengan lAnita lWahid lyang 

ldiserbu lkomentar-komentar lnegatif. lDalam lteks lberitanya, lTempo l ljuga lmenyatakan 

lbahwa lPeneliti lAccociate lResearcher lLembaga lPenelitian, lPendidikan, lPenerangan 

lEkonomi, ldan lSosial l(LP3ES) lIsmail lFahmi lmengatakan lserangan lkepada lTempo 

ldimulai lsejak lkeluarnya lsampul lmajalah lTempo ledisi l16 lseptember l2019. lKata 

lIsmail, ldalam lpeta ltagar litu lbersamaan ldengan l#KPKCengeng. 

Pada lterbitan lini ljuga lmenyatakan lbahwa lDrone lEmprit lmenemukan lskema 

luntuk lmenyerang lTempo ldengan lcara lGiveaway lalias lbagi-bagi lhadiah. lAkun 

l@MenuWarteg ladalah lsalah lsatunya. lAkun lini lmembagi-bagi lvoucher luntuk lakun-

akun lyang lmenanggapi lserta lmeretweet ldengan lmenyertakan ltagar 

l#TempoKacungKPK. lAkun l@MenuWarteg lkerap lmenulis l“Giveaway lsore. l50k 

lbuat l2 lorang lyang lberuntung l(Masing-masing l25K lOVO/Gopay/Pulsa).  lKemudian 

lmuncul lpenanggap lcuitan lini. lPantauan lDrone lEmprit  lmendapati lakun-akun lasli, 

ldan lpengguna lasli, lnamun lada lpula lakun lrobot. 

Pada lterbitan lini, lTempo lmenjelaskan ldalam lteks lberitanya lbahwa lselain 

lTempo, lada lpula lputri lketiga lAbdurrahman lWahid lalias lGusdur, lAnita lWahid, lyang 
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ldiserang loleh lpasukan lsiber. lNamun, lmenurut lIsmail, lserangan lterhadap lAnita 

lmenggunkan lskema lyang lberbeda, lyakni ltehnik lswarming lalias lramai-ramai 

lmenyerbu lcuitan lAnita ldengan lkomentar-komentar lnegatif. lKemudian, ldalam 

lberitanya lTempo ljuga lmenerangkan lbahwa lAnita lWahid lmemang ltercatat loleh  

lDrone lEmprit lsebagai lpihak lyang lvokal lmembela lKPK, lserta lmenepis lisu-isu lmiring 

lsoal llembaga lantirasuah litu. lNamun lmenurut lIsmail, lAkun-akun lyang lmelindungi 

lKPK lbocor ldi lmedia lsosial, lkarena lbergerak lsecara lsporadis. lTidak lterorganisir 

lseperti lpasukan lsiber lpendukung lrevisi lUU lKPK. 

Tabel 4.21 

Bingkai lPemberitaan lEntman 

Define lProblem l(pendefinisian 

lmasalah) 

hasil lpenelitian lDrone lEmprit lmencatat 

ltagar l#TempoKacungKPK ldicuitkan 

lsebanyak l5,190 lkali loleh lrobot lpasukan 

lsiber lpro lrevisi lUU lKPK lyang lkerap 

lmenyerang lkomisi lpemberantasan lkorupsi 

lmedia lsosial. lSama lhalnya ldengan lAnita 

lWahid lyang ldiserbu lkomentar-komentar 

lnegatif 

Diagnose lCauses l(memperkirakan 

lpenyebab lmasalah) 

Peneliti lAccociate lResearcher lLembaga 

lPenelitian, lPendidikan, lPenerangan 

lEkonomi, ldan lSosial l(LP3ES) lIsmail 

lFahmilmengatakan lserangan lkepada lTempo 

ldimulai lsejak lkeluarnya lsampul lmajalah 

lTempo ledisi l16 lseptember l2019. lKata 

lIsmail, ldalam lpeta ltagar litu lbersamaan 

ldengan l#KPKCengeng. 

Make lMoral lJudgement l(membuat lbahwa lDrone lEmprit lmenemukan lskema 
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lkeputusan lmoral) luntuk lmenyerang lTempo ldengan lcara 

lGiveaway lalias lbagi-bagi lhadiah. lAkun 

l@MenuWarteg ladalah lsalah lsatunya. lAkun 

lini lmembagi-bagi lvoucher luntuk lakun-akun 

lyang lmenanggapi lserta lmeretweet ldengan 

lmenyertakan ltagar l#TempoKacung lKPK. 

lAkun l@MenuWarteg lkerap lmenulis 

l“Giveaway lsore. l50k lbuat l2 lorang lyang 

lberuntung. l(Masing-masing l25K 

lOVO/Gopay/Pulsa). lRT ldan lReplay ldengan 

ldomisili lkamu l+ l#KPKPATUH lAturan.” 

lKemudian lmuncul lpenanggap lcuitan lini. 

lPantauan lDrone lEmprit lmendapati lakun-

akun lasli, ldan lpengguna lasli, lnamun lada 

lpula lakun lrobot. 

Treatment lRecommendation 

l(menekankan lpenyelesaian) 

menurut lIsmail, lAkun-akun lyang 

lmelindungi lKPK lbocor ldi lmedia lsosial, 

lkarena lbergerak lsecara lsporadis. lTidak 

lterorganisir lseperti lpasukan lsiber 

lpendukung lrevisi lUU lKPK. 

 

d. MahasiswalKecolonganlSaatlDPR l–lPemerintahlTekenlRevisilUUlKPK, Edisi l20 

lSeptember l2019 

Padalterbitanlini 

lNasional.Tempo.coldalamltekslberitanyalmenyatakanlbahwalPresidenlMahasiswalUni

versitaslTrisakti,lJakarta,lDinnolArdiansyahlmengakuilbahwalmahasiswalkecolonganls

aatlpemerintahlbersamalDPRlRIlmengesahkanlperubahanlUUlNo l30lTahun 
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l2002ltentanglKPKlataulRUUlKPK.lDalamlteksnyalditerangkanlbahwalMerekalsudahlm

erencanakanlaksilbesarlaksilRUUlKPKlpadalkamis, l19lseptember l2019. 

Tempo.colpadalterbitanliniljugalmenerangkanlbahwa lPemerintah ldan lDPR 

lmenandatangani lRUU lKPK. lkeduanya lmengesahkan lundang-undang lmeski 

lmendapat lpenolakan ldari lberbagai lpihak, ltermasuk laktivis lantikorupsi, lakademisi, 

ldan lmahasiswa. lMahasiswa lmendeklarasikan laksi lsaling lcuriga ldi ldepan lgedung 

lDPR lRI, lSenayan, lJakarta lpada lKamis, l19 lSeptember l2019. lMenurut lDinno, laksi 

ltersebut lmerupakan lpuncak lkemarahan lmahasiswa langgota lsetelah lRUU lKPK 

ldisahkan. 

PadalterbitanliniljugalmenjelaskanldalamlberitanyalbahwalmengawallRUUlKP

K,lTrisaktilsudahlmulailsaatlditetapkannyalsepuluhlcalonlKPKlbermasalah. 

lMahasiswa lteknologi lindustri lmelaporkan lsekitar lseribu lmahasiswa lTrisakti likut l 

ldalam laksi lmenyatakan lmosi ltidak lpercaya lterhadaplDPR. lEra lbeda ljurusan ldatang 

lsetelah lada lpanggilan ldari lketua lserikat lmahasiswa lTrisakti ldan lpemangku 

lkepentingan. 

PostinganliniljugalmenjelaskanlbahwalmahasiswalTrisaktilbergabungldenganl

mahasiswallainldarilbanyakluniversitasllainlsepertilInstitutlTeknologilBandung,lUniver

sitaslIndonesia,lUniversitaslParamadina,lUniversitaslPembangunanlVeteranlNasional,l

UniversitaslIndraprastalPGRI l(Unindra).lBerbagailbentuklpengawalan l 

ldilakukan,lmenyampaikanlkeinginanldilmedialsosial,lmelakukanlaksilsimbolisldanlber

doalbersama. 

 

Tabel 4.22 

Bingkai lPemberitaan lEntman 

Define lProblem l(pendefinisian 

lmasalah) 

Presiden lMahasiswa lUniversitas lTrisakti, 

lJakarta, lDinno lArdiansyah lmengakui 

lbahwa lmahasiswa lkecolongan lsaat 

lpemerintah lbersama lDPR lRI lmengesahkan 
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lperubahan lUU lNo l30 lTahun l2002 ltentang 

lKPK latau lRUU lKPK. 

Diagnose lCauses l(memperkirakan 

lpenyebab lmasalah) 

Pemerintah ldan lDPR lmenandatangani lRUU 

lKPK. lkeduanya lmengesahkan lundang-

undang lmeski lmendapat lpenolakan ldari 

lberbagai lpihak, ltermasuk laktivis 

lantikorupsi, lakademisi, ldan lmahasiswa. 

lMahasiswa lmendeklarasikan laksi lsaling 

lcuriga ldi ldepan lgedung lDPR lRI, lSenayan, 

lJakarta lpada lKamis, l19 lSeptember l2019. 

lMenurut lDinno, laksi ltersebut lmerupakan 

lpuncak lkemarahan lmahasiswa langgota 

lsetelah lRUU lKPK ldisahkan. l 

Make lMoral lJudgement l(membuat 

lkeputusan lmoral) 

Mahasiswa lteknologi lindustri lmelaporkan 

lsekitar lseribu lmahasiswa lTrisakti likut l 

ldalam laksi lmenyatakan lmosi ltidak lpercaya 

lterhadap lDPR. lEra lbeda ljurusan ldatang 

lsetelah lada lpanggilan ldari lketua lserikat 

lmahasiswa lTrisakti ldan lpemangku 

lkepentingan. 

Treatment 

lRecommendationl(menekankan 

lpenyelesaian) 

Postingan lini ljuga lmenjelaskan 

lbahwalmahasiswa lTrisakti lbergabung 

ldengan lmahasiswa llain ldari lbanyak 

luniversitas llain lseperti lInstitut lTeknologi 

lBandung, lUniversitas lIndonesia, 

lUniversitas lParamadina, lUniversitas 

lPembangunan lVeteran lNasional, 
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lUniversitas lIndraprasta lPGRI l(Unindra). 

lBerbagai lbentuk lpengawalan l ldilakukan, 

lmenyampaikan lkeinginan ldi lmedia lsosial, 

lmelakukan laksi lsimbolis ldan lberdoa 

lbersama. 

 

e. Imparsial l: lRevisi lUU lKPK lyang ldisahkan lDPR lcacat lformil, Edisil20 lSeptember 

l2019 

Pada lterbitan lini lmenyatakan ldalam lteks lberitanya lbahwa llembaga lswadaya 

lhak lasasi lmanusia, limparsial lmenilai lrevisi lUU lNo l30 ltahun l2002 ltentang lKPK lyang 

lbaru ldisahkan lDPR lcacat lformil. lDirektur limparsial lAl lAraf lmengatakan lproses 

lRUU lKPK lbertentangan ldengan lUndang-Undang lNomor l11 lTahun l2012 ltentang 

lpembentukan lperaturan lperundang-undangan. lDalam lteks lberita lNasional.tempo.co 

lmenerangkan lbahwa lmenurut lAl lAraf, lpembahasan lRUU lKPK lcenderung ldilakukan 

lsecara ltergesa-gesa.Padahal, lkata ldia, lprinsip  lutama ldalam lpembuatan lperundang-

undangan lharus ldilakukan lsecara ltransparan ldan lpartisipasif. 

Pada lterbitan lini ljuga lmenjelaskan lbahwa lAl lAraf lmengatakan, lpada lintinya, 

lundang-undang lKPK lberpotensi lmelemahkan lupaya lantikorupsi lyang lsedang 

lberlangsung. lMenurutnya, lsangat lmungkin luntuk lmenerbitkan lPerppu lKPK lkarena l 

lada lpreseden lhukum, lketika lpada ltahun l2014 lpemerintah lyang lmenerbitkan lPerppu 

lPilkada lmembatalkan lundang-undang lPilkada lyang l ldisahkan lDPRK lkarena 

lditentang  lpublik. 

 

Tabel 4.23 

Bingkai lPemberitaan lEntman 

Define 

lProblem 

AllAraflsecaralimparsiallmengatakanlproseslRUUlKPKlbertentanga

nldenganlUndang-UndanglNomor l11lTahun 
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l(pendefinisia

n lmasalah) 

l2012ltentanglPembentukanlPeraturanlPerundang-undangan. 

Diagnose 

lCauses 

l(memperkira

kan lpenyebab 

lmasalah) 

menurut lAl lAraf, lpembahasan lRUU lKPK lcenderung lterburu-buru. 

lBahkan, ldia lmenilai lprinsip lutama lpenyusunan lundang-undang 

lharus ldilakukan lsecara ltransparan ldan lpartisipatif. 

Make lMoral 

lJudgement 

l(membuat 

lkeputusan 

lmoral) 

Al lAraf lmengatakan, lpada lintinya, lundang-undang lKPK 

lberpotensi lmelemahkan lupaya lantikorupsi lyang lsedang 

lberlangsung. lMenurutnya, lsangat lmungkin luntuk lmenerbitkan 

lPerppu lKPK lkarena l lada lpreseden lhukum, lketika lpada ltahun l2014, 

lPemerintah lyang lmenerbitkan lPerppu ltentang lPilkada lmencabut 

lundang-undang lPilkada lyang l ldisahkan lDPR lkarena lditentang 

lpublik. 

Treatment 

lRecommenda

tion 

l(menekankan 

lpenyelesaian) 

Tidakladalpenekananlpenyelesaianlpadalterbitanlini. 

 

 

 

f. Pasal-pasal lrevisi lUU lKPK lyang lpotensial llemahkan lKPK, Edisil20 lSeptember l2019 

Pada lterbitan lini lmenyatakan ldalam lteksnya lbahwa lpemerintah ldan lDPR 

ltelah lmengesahkan lperubahan lUU lNo l30 lTahun l2002 lTentang lKPK latau lRUU lKPK. 

lDalam lteksnnya lBanyak lkalangan lmasyarakat l lyang lmenolak lRUU lKPK. 

lPemerintah ldan lDewan lmenyatakan lbahwa lRUU lKPK lini ldimaksudkan luntuk 

lmemperkuat linstitusi lKPK, lbukan luntuk lmelemahkannya, lbukan lmelemahkan 
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lseperti lyang lmenjadi langgapan l lbanyak lpihak lyang  lmenolak l revisi. lDalam lkonteks 

lpemberitaan lini, lnational.tempo.co lmempertanyakan lapakah lbenar lRUU lKPK 

lmemperkuat llembaga lantikorupsi l?. 

Pada lterbitan lini lmenyebutkan lsejumlah lpasal ldalam lUU lhasil lrevisi ljustru 

lberpotensi lmembuat lkelembagaan lKPK ldan lupaya lpemberantasan lkorupsi lmakin 

llemah. lPoin-poin lyang ltermuat ldalam lterbitan lini lyang lmenjelaskan lbahwa lsejumlah 

lpasal lhasil lRUU lKPK lyang lmelemahkan lyaitu lkorupsi ldianggap lsebagai lperkara 

lbiasa ldan lbukan lextraordinary lcrime, lkewenangan lpimpinan lKPK ldibatasi, 

lkewenangan lmenggeledah, lmenyita ldan lmenyadap ldipangkas, lkewenangan 

lmerekrut lpenyelidik lindependen ldihilangkan, lpegawai lKPK ltunduk lpada lUU lASN, 

lperan ldewan lpengawas lterlalu ldominan, lkewenangan lmenerbitkan lSP3, ldan lperkara 

lkorupsi lyang lsedang lditangani lbisa ltiba-tiba lberhenti. 

B. Pembahasan 

Dalam konteks media pemberitaan, Kompas.com denganduatemabesar yang 

menjaditemuanpenelitian, yaitupenolakanterhadaprevisi dan konsistensiPemerintahserta 

DPR terkaitrevisidapatdiartikanbahwaKompas.com mencobauntukberada di 

tengahdalammemberitakanRevisi UU KPK. Hanya saja, 

dalambeberapamateripemberitaanterlihatbahwaadabagianberita yang isinyamengarah 

pada kepentinganlain. Seperti pada pemberitaan yang berjudul “Revisi lUU lKPK lDikebut, 

lKapan lGiliran lRUU lPKSlDisahkan?”  yang mana isinyaadalahpenolakanterhadapRevisi 

UU KPK, hanyasajaalasanpenolakan yang disampaikan oleh lKetua lKomisi lNasional 

l(Komnas)lPerempuan lAzrianaterkesanpencitraandengandenganmengatakanbahwalRUU 

lPKS masuk lke lDPR lsejak l2016, lAzriana lmengatakan lsatu-satunya lamandemen lUU lKPK l 

lyang ltidak lmasuk lProlegnas l2014-2019 ltiba-tiba lmuncul ldan lbaru ldibahas l l20 lhari lsebelum 

lakhir ltahun l2014-2019. 

Dari temuanpenelitian, bahwa tempo.co juga 

menggambarkanadanyapenolakanterhadapRevisi UU 

KPKdalampemberitaanperiode 2019, 
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denganmencantumkankritikberdasarpandangan para ahli, pengamat, serta LSM 

(Lembaga Swadaya Masyarakat). Seperti pada beritaberjudul “Imparsial l: lrevisi 

lUU lKPK lyang ldisahkan lDPR lcacat lformil”, di mana Pada lterbitan lini lmenyatakan 

ldalam lteks lberitanya lbahwa llembaga lswadaya lhak lasasi lmanusia, limparsial lmenilai lrevisi 

lUU lNo l30 ltahun l2002 ltentang lKPK lyang lbaru ldisahkan lDPR lcacat lformil. lDirektur 

limparsial lAl lAraf lmengatakan lproses lRUU lKPK lbertentangan ldengan lUndang-Undang 

lNomor l11 lTahun l2012 ltentang lpembentukan lperaturan lperundang-undangan. lDalam lteks 

lberita lNasional.tempo.co lmenerangkan lbahwa lmenurut lAl lAraf, lpembahasan lRUU lKPK 

lcenderung ldilakukan lsecara ltergesa-gesa.Padahal, lprinsip lutama ldalam lpembuatan 

lperundang-undangan lharus ldilakukan lsecara ltransparan ldan lpartisipasif. Adanya 

kritikinimenandakanbahwaTempo.comaupunkompas.comsebagai media 

pemberitaansudahmenjalankanfungsi 

“Whatchdog”walaupunmemilikikepentinganpihaktertentu. 

“Whatchdog” dalam dunia jurnalistikmerupakan salah satufungsipenting yang 

dijalankan oleh pers dalammasyarakatdemokratisadalah pers sebagailembaga yang 

menjalankanfungsipengawasanterhadapberbagailembagasosial, politik, 

mauputerhadapberbagailembaga yang memilikikekuasaanbesardalammasyakarat yang 

jikatidakdiawasidapatmelakukanmonopolikekuasaanpolitik, budayamaupunekonomi. 

Dalam kaitanini, pers dianggap sebagai kekuatan keempat setelahlegislatif, 

eksekutif, dan yudikatif, yang dianggap sebagai salah 

satukekuatanuntukmenjaminadanyacheck and balances dari berbagai kekuasaan yang 

ada. Dalam peranan yang demikianini, pers harusmampumelahirkanlaporan-laporan 

investigative untuk menampilkan berbagai penyelewengan kekuasaan yang berlangsung 

dalam berbagai lembaga yang ada. Pers sebagaiwhatchdogmenjadisemakinpenting, 

terutama di Negara-negara yang sedangmengalami proses transisimenujudemokrasi, 

termasuk Indonesia 
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BABlV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Konstruktivitas Pemberitaan pada Kompas.com ldalamlmenyampaikanl berita 

ltentang lrevisil UU lKPK,  llebihl berfokusl kepadal penyebab lmasalah lyangl ada 

ldibandingkan lpenyelesaiannya. LPenyebabl masalahl yangldisoroti lKompas.coml yaitu 

lsingkatnya lperjalanan lRUUlKPK lhingga ldisahkan.lSedangkan lpada l lTempo.co,l 

memaparkan lsecaral realistisl setiapl berital yang lada lsehinggalapa lyangl tersaji 

lmengenai lpenyebab lmasalahl dan ldampak Lruu lKPK ltersebut llebih lcepatl dipahamil 

pembaca. 

Dari ltemuanl dilatas,ldual media lberita lKompas.coml dan lTempo.col 

menyatakan lpersoalanl yangl tidak ljauhl berbeda lwalaupun ldalaml menyampaikan 

lteks lberital denganl bahasa lyangl berbeda lnamun lsubstansinyal sama lyang ldimana 

lRUU lKPK ltersebutl mendapatl banyakl pertentangan ldari lberbagai lpihak dan 

lpengesahanl RUU lKPK ldinilailbeitulsingkatlyaitulhanyalmemekanlwaktu l12lhari 

B. SARAN l 

Untuk mengembangkan penelitian sepertiini, kedepannyadapat digunakan 

teori dan konsep tentang bias media berita online, teori ekonomi-politik media berita 

online, dan hegemoni media berita online untukmelihatsejauh mana pengaruh 

ideology media sertapengaruhekonomi-politik media berita online terhadap produksi 

sebuah berita. Selain itu, penelitian juga dapatdikembangkandenganmenggunakan 

metode analisis wacana kritik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana media berita 

online memproduksi berita dan hal apa saja yang mempengaruhinya. 
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